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RINGKASAN 

A. Judul : HUBUNGAN NEGARA-MASYARAKAT DAN KAPITALISME 
DALAM TRANSPORTASI PUBLIK 

(Siti Aminah, Sri E. Kinasih, Tahun 2006, 71 halaman) 

B. I. Permasalahan Pcnelitian 

I. Sampai scjauh mana pcran pemerintah dalarn mengatur bidang transponasi 

publik? (2) Bagaimana hubungan antara negara, masyarakut, dan kapitalismc 

dalarn s islcm lransportasi publik berkelanjutan? 

B. 2. Tujuan Penelitian 

1) Melihat sceara empi ris relasi negara, masyarakat . kapitali sme (swasta) 

dalam bidang transportasi publik. (2) Mcnjelaskan perao pcmerimah, 

masyarakat dan SW3sta dalam pengcmbangan transportasi Publik (3) 

Mcli hat secara cmpiris sampai sejauh mana aksesibilitas masyarakat 

terhadap pola transportasi puhlik di kOla Surabaya lcrscbut. (4) 

B. 3. Mctode Penelitian 

1. Pe ndckatan yang d ipakai 
Penelitian ini dirancang dengan menelapkan kegiatan yang meliputi : 

wawancara mcndalam (in-depfh inferview) digunakan untuk mengumpu lkan 

inlormasi ya ng menyangk ul peranan negara , masyarakat , kapilalis ya ng 

d ij alankan sclama ini d i bidang trasnportasi koia. Wawancara tcrhadap 

pcnentu kebijakan transportasi (Dinas Pcrhubungan , DPRD Kota Suraba ya , 

Organda, dan implcmcntator program, pcngusaha angkutan public, dan 

pcngguna Jusa angkula n transportas i public), dan review scrta anall s is 

dokuT11cn IClltang kcbijakan lransponasi kOla. Lobsi Pcnclilian: Daerah 

pcnelitian dilclapkan di kOla Surabaya .. 

Tcknik Pcngumpulan Dala: ( i) Wawancara mcndalam (deepfh­

IIIfervlew) digunakan untuk mengumpulkan infonnasi yang menyangkul 

penman negara, masyarakat , kapitali s yang dija lank;:111 sc lama ini di bidang 

-- k"-r L! r.... 1 
l"'ERf'1 STAKAAr.. I 

l VNI VERSHA S AIRLANGOA ! 

SURABAYA J 
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trasnportasi kota; (ii) Review dan analisis dokumen tentang transportasi kota. 

Sumber data primer dan sekunder adalah: Bapeko, Dinas Tata Kota (Dinas 

Pekerjaan Umum, Jasa Marga), masyarakat (pengguna angkuta publik). 

Metode analisis menggunakan teknik intepretasi. Artinya. seluruh data 

yang telah diperoleh dari wawancara maupun data sekunder analisis mulai 

saat penelitian ini berlangsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. 

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil 

tersebut diharapkan mencerminkan keadaan riil yang akan dirangkum menjadi 

kesimpulan. Interpretasi dan analisis data dilakukan. baik dengan pendekatan 

kualitatif maupun kunatitatif. 

BA. Hasil dan Kesimpulan 

Hubungan negara. masyarakat dan kapital dalam transportasi publik di kota 

Surabaya sudah menunjukkan hubungan sinergis, meski masih belum optimal. 

Karena ada orientasi ganda dari pemerintah dalam membuat kebijakan transportasi. 

Peranan pemerintah sebagai regulator penting guna menjamin pengembangan akses 

warga negara terhadap pelayanan publik didorong melalui kebijangan pengembangan 

transportasi yang memihak pada orang miskin. Mengingat perpolitikan dibalik 

pengembangan sistem transportasi tersembunyi di batik berbagai teknikalitas dan 

dengan mudahnya terabaikan oleh hegemoni teknokrat, maka pendidikan politik bagi 

para teknokrat merupakan permulaan yang harus ditempuh. 

KeIjasama rnasyarakat, khususnya dalarn menanggung beban kenaikan pajak 

sangat diperlukan untuk pelaksanaan rencana induk. Masyarakat harus mendapat 

penjelasan menyeluruh mengenai rencana tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui 

berbagai kesempatan seperti rapat dengar pendapat umum dan rapat stakeholder 

dimana pendapat rnasyarakat dapat didengar dan ditampung dalarn rencana tersebut. 

Tambahan lagi, efek pelaksanaan proyek perlu pula dipantau dengan baik. Dalam hal 

ini, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah merupakan hal yang utama. 

Keterbukaan sangat penting artinya guna memperoleh penerimaan dan kerjasama 

masyarakat. Kebijakan di bidang transportasi publik tidak bisa diartikan sebagai 

penggunaan otoritas negara oleh para pejabat publik dalam menentukan pilihan 
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angkah-Iangkahnya, melainkan juga harus dimaknai sebagai penggunaan rasionalitas 

publik yang konsisten dengan rasionalitas kepentingan warganya Artinya adalah 

kebijakan publik harus menngacu pada kepentingan nyata masyarakat dan tidak pada 

kepentingan pengusaha atau elite politik tertentu. Karena masyarakat yang menjadi 

sasaran kebijakan transportasi. 

Dengan demikian terlihat bahwa tiga pelaku dalam sistem transportasi publik 

yaitu costumer atau masyarakat. operator atau pengusaha dan pemerintah 

bekerjasama memecahkan masalah yang ada pada sistem transportasi publik kota. 

Pemerintah posisinya sebagai regulator berperan mengatur kepentingan masyarakat 

dan pengusaha. Tetapi ada perbedaan dimana berbeda pengusaha prinsipnya untuk 

cari untung dengan beaya murah dan atau mendapat untung sebanyak -banyakya, 

sedangkan prinsip masyarakat adalah bagaimana dengan uang yang serendah 

mungkin mendapat fasilitas yang nyaman. Karena itu fungsi pemerintah adalah 

menjaga itu kepentingan itu berada dalam keseimbangan sebagai regulator. 

Kesimpulan: 

Peranan pemerintah kota Surabaya dalarn transportasi public sebagai regulator 

dan penyeimbang kepentingan masyarakat dan capital (swasta/operator/pengusaha 

angkutan). Sebagai regulator. pemerintah tidak dapat dengan mudah mengakomodasi 

kepentingan masyarakat dan kekuatan capital, karena kedua belah pihak memiliki 

orientasi kepentingan yang berbeda satu sarna lain. Orientasi kepentingan masyarakat 

pada pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam konsepsi system 

transportasi berkelanjutan. Sementara itu kekuatan capital lebih mementingkan 

pencapaian keuntungan yang optimal. Kekuatan capita! memiliki juga berkepentingan 

untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat. 

Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 

Dibiayai oleh : DIPA UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Nomor S.K. Rektor : Nomor: 4017/J03IPP/2006 

TanggaJ : 2 Juni 2006 
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KATAPENGANTAR 

Penelitian ini diawali dari keingintahuan peneliti tentang transportasi kota 

S baya sebagai kota metropolitan yang sudah masuk dalam kesemrawutan lalu 

.Buruknya mekanisme pelayanan yang disediakan oleh Pemkot maupun swasta 

(ka italisme) telah banyak mempengaruhi dinamika transportasi publik. Penelitian ini 

be a mengungkapkan kineIja pelaku tranportasi publik yaitu negara (yang diwakili 

pemerintah kota), kapitalisme (yang diwakili oleh swsatalpengusaha angkutan yang 

be 'ndak sebagai operator) dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan perspektif i1mu 

sos al untuk menganalisis persoalan transportasi publik. Penelitian ini pendanaannya 

UILU\.u.ug sepenuhnya oleh dana DIP A Universitas Airlangga. Untuk itu kami 

gucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih yang tulus kami tujukan kepada 

Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Airlangga dan 

ti penilai proposal karena sudah memfasilitasi secara penuh penelitian ini hingga 

sel sai. Ucapan serupa kami tujukan kepada mahasiswa FISIP Univ. Airlangga yang 

banyak membantu saat pengumpulan data. Kepada pihak Lembaga penelitian yang 

bantu memfasilitasi administrasi penelitian ini kami sampaikan banyak terima kasih. 

Ke ada para informan dan tenaga lapangan yang sudah memberikan masukan. kami 

Akhimya. semua isi dalam laporan ini masih perlu didiskusikan kembali dalam 

ti penelitian untuk menjadi laporan yang sebagaimana mestinya. 

Peneliti 

IV 
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ABSTRAK 

Pe titian ini mengungkapkan tentang hubungan nega~ masyarakat dan kapitalisme 
dal m bidang transportasi publik. Transportasi publik memegang peranan penting bagi 
mo ilitas masyarakat untuk mencapai suatu tempat. Penetitian menunjukkan bahwa peran 
pe erintah dalarn mengatur bidang transportasi publik cukup penting sebagai regulator 
me yadari berbagai persoalan yang cukup rumit dalam mengelola transportasi publik. 
Ke ijakan transportasi publik kota Surabaya belum sepenuhnya mengakomodasi 
ke ntingan masyarakat, artinya pemerintah, swasta masih menghadapi berbagai 
per oalan untuk menciptakan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik. 
Hu ungan antara negara, masyarakat, dan kapitatisme dalam sistem transportasi pubtik 
be elanjutan sudah menunjukkan sinergi meski belum optimal. Karena itu, pemerintah, 
sw ta dan masyarakat perlu bekeIja sarna (bersinergi) untuk menciptakan sistem 

sportasi publik yang nyaman bagi masyarakat dengan memperhatikan semua 
knya, lingkungan, polusi udara, kemacetan, konsumsi bahan bakar. 

Kunci: negara, pemerintah lokal, masyarakat, kapitalisme dan transportasi publik. 

ABSTRACT 

T . s research aim to show the condition of urban transportation in Surabaya is getting 
w rse particularly under of rapid urbanization and motorization. Public transportation 
pr vides people with mobility and accsess to employment, community resources, and 
re reational opportunities in communities. Research evidence suggest that policy makers 
ha e realized the gravity of the problem and have taken variouos measuress to improve 
th situation. Surabaya as metropolitan city is facing severe resource constrains, there is 
h e gap between infrastructure demand and supply. Empirical analysis using data 
co lected at Surabaya, shows that the urban transport system, in fact, constitutes a 
co plex dynamics directly interacting with city structure (local government). I such a 
si ation policy strategy should be designed taking the long term scenario into account. 
P blic transportation policy should be create to reduce road congestion and travel times, 
ai pollution, and energy and oil consumption, all of which benefit both riders and non 
ri ers alike. 

K Y Words: State, local government, capitalism, society, public transportation. 

v 
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1. tarbelakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Transportasi adalah denyut nadi kehidupan masyarakat haik di kota maupun di 

per; esaan atau kota terpencil. Kegagalan transportasi yang ada dalam suatu negara 

ber embang sebagai akibat dari lemah dan terbatasnya lingkup perencanaan transportasi 

dan tidak terintegrasinya dengan perencanaan kotalwilayah. Transportasi merupakan 

ko ponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem 

ke asyarakatan, dan transportasi memiliki perspektif lokal, nasional dan juga global. 

Ko disi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di 

wil yah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh signifikan 

ter adap kemampuan transportasi melayani kebutuhan masyarakat. Oi perkotaan, 

kec nderungan yang terjadi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi karena 

tin kat kelahiran maupun urbanisasi. Tingkat urbanisasi berimplikasi pada semakin 

tnya penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung mengurangi daya saing 

da transportasi wilayah. I Menarik untuk diamati, temyata laju kenaikan penduduk di 

kot -kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Semarang, relatif rendah. 

Be isar antara 0,16 sampai dengan 0,90 persen per tabun pada kurun waktu 1990-2000. 

Kota-kota besar di Indonesia sudah menunjukkan kompleksitas dalam persoalan 

tra. sportasi publik. Kompleksitas tersebut meilyatu dalam transportasi, di antaranya 

ad ah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor 

terus bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang eenderung 

me gabaikan peraturan berlalu !intas di jaJan raya hingga permasalahan kesetaraan hak 

dal m menggunakan ruang jalan yang terampas dari pengguna kendaraan tidak bermotor 

IB bang Susantoro, Oanang Parikesit, et.al, 1-2-3 Langkah: Langkah Keeil yang Kita 
La ukan Menuju Transportasi yang Berkeianjutan, Vol. 1, MTI, Jakarta, 2004, h. 14. 
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pejalan kaki. Keadaan seperti ini akhirnya menimbulkan kemacetan lalu lintas dan 

hal ini karenanya memerlukan pembenahan dalam sistem transportasi, yang tidak hanya 

be ifat praktis, tambal sulam, tetapi juga keIja-keIja akademis yang dapat menghasilkan 

fra ework yang dapat mengatasi persoalan transportasi itu. 8anyak unsur dan aspek 

ya g terlibat dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi persoalan transportasi 

pu lik. Saat ini pemerintah bekeIja keras untuk mengatasi berbagai persoalan yang 

be aitan dengan penyelenggaraan transportasi publik, mulai dari membangun jalan tol, 

fly over, mengadakan bus khusus (busway atau Bus Transit Rapid) dan lain-lain, namun 

oalan kemacetan belwn juga teratasi dengan baik. Persoalan transportasi publik 

erlukan pengkajian mendalam karena persoalan ini tidak dapat diatasi hanya dengan 

beresi gejala demi gejala yang tampak di luar, ekonomi kelayakan moda angkutan, 

pel yanan, biaya, kemacetan, kenyamanan, keadilan dan kalaikan dari moda angkutan an 

sic . Tetapi ada persoalan lain yang jauh lebih rwnit karena menyangkut perilaku 

yarakat dalam melakukan mobilitas, dan memilih moda angkutan yang digunakan. 

uk itu, persoalan transportasi publik tidak beridri snediri sebagai persoalan teknis 

ata melainkan juga sebagai persoalan multidimensi, menyangkut keterkaitan kerja­

ke . a antara negara (pemerintah), masyarakat dan swasta (kapital). Kinerja ketiga pelaku 

tra sportasi publik menjadi sangat penting dicermati untuk mengetahui bagaimana 

ki rja mereka dalam menangani persoalan transportasi publik. 

8anyak kendala yang dihadapi pemerintah daIam mengatasi persoalan 

tra sportasi publik, baik yang bersifat teknis, sosial, budaya, ekonomi dan politik . . 
Fe omena yang ada di Kota Jakarta dan kota-kota besar lain sudah menunjukkan adanya 

pe aikan dalam mengatasi persoalan transportasi ini dengan melakukan reformasi sistem 

an kutan umum. Dengan paradigma baru berupa peningkatan kualitas pelayanan publik 

de gan menyediakan moda transportasi berupa busway sebagai altematif meningkatkan 

ku litas pelayanan dengan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dam ketepatan. Moda 

Ira sportasi umum seperti busway adalah yang paling fleksibel, popular penggunaannya 

di ola-kota besar di seluruh dunia, termasuk kebijakan untuk mendoronng pengguna 

en rgi hijau yang ramah lingkungan berupa bahan bakar gas. 
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Secara nasional, pemerintah menyusun kebijakan pembangunan transportasi yang 

ter enal dengan sebutan transportasi berkelanjutan sebagai kebijakan transportasi yang 

be ujuan memberikan jaminan dan akses pada masyarakat tanpa tergantung pada kondisi 

sos al ekonomi mayarakat (kaya miskin, laki-Iaki atau perempuan, kota atau desa). 

Ke yataan masih menunjukkan bahwa implementasi transportasi berkelanjutan belum 

mal. Secara umum, transportasi membutuhkan ketersediaan sumberdaya untuk 

erak dengan teknologi yang diinginkan. Transportasi memerlukan dana untuk 

me gadakan prasarana dan sarana, dan membutuhan sumberdaya manusia untuk 

me akukan pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam meningkatkan 

ku litas penyelenggaraannya. Pembiayaan pembangunan oleh pemerintah pusat 

dis lenggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ke ampuan pemerintah dalam investasi infrastruktur dapat dilihat dari proporsi yang 

dis diakan dalam APBN, misalnya dalam APBN tahun 2003 sebesar Rp 370,6 triliun. 2 

Kegagalan sistem transportasi mengganggu perkembangan suatu wilayahlkota, 

pengaruhi efisiensi ekonomi perkotaan, bahkan kerugian lainnya. Isu-isu 

ket daksepadanan misalnya, dapat berakibat pada masalah sosial, kemiskinan 

(ur an/rural poverty) dan kecemburuan sosial.J Sistem transportasi merupakan elemen 

das r infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan. Pengembangan 

tra sportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan 

pro am pemerintah. Pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada 

ak imya menimbulkan biaya tinggi. Keterlibatan masyarakat dalam pembenahan atau 

res rukturisasi sektor transportasi menjadi hal yang mendesak. 

Surabaya dengan luas wiJayah 326,36 km2 dan jumlah penduduk 2.599.796 jiwa, 

(se itar 7,4% dari total penduduk .Tawa Timur), dengan kekuatan ekonomi yang 

di ilikinya menjadikan kota ini mempunyai peran yang cukup strategis dan 

2 I ·d., h. 19. 
3D mpak dari kegagaJan sistem transponasi antara lain pembangunan jalan yang 
me yingkirkan masyarakat akibat pembebasan lahan, perambahan ruang-ruangjalan oleh 
pe gang kaki lima,penggunaan TUang jalan untuk parkir secara ilegaJ, dan Makin 

inggirkannya angkutan-angkutan tradisional seperti becak dan semacamanya yang 
tensi menciptakan kemiskinan kota. Jadi, kemiskinan akan menjerat kelompok 

m yarakat berpenghasilan rendah akibat dari sistem transportasi yang tidak mampu 
me indungi mereka. 
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iperhilungkan dalam menenlukan arah kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur. 

urabaya sebagai kola budaya. pendidikan. pariwisata, maritim. industri dan perdagangan 

t rus mengalami perkembangan pesat. Kekuatan ekonomi dan segala aktifitas ekonomi 

ang ada. merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Jawa Timur.4 Transportasi 

urabaya terus berkembang sciring dengan berkembangnya jumlah pcnduduk. 

eningkatnya kesempatan kerja. dan meningkatnya tingkat pendapatan. 

Permasalahan yang tengah dihadapi kota Surabaya terutama adalah kemacetan 

lu !intas. Kemacetan ini secara tidak sadar disebabkan oleh gaya hidup warga kola 

s ndiri. Gaya hidup yang cenderung pragmatis, konsumeris, hedonis. dan mau menang 

s ndiri secara tidak langsung menjadi pemicu lahimya kemacetan. Kerry H. dalam 

. Socio/gy in Deve/opmnel (:iI.v" (1997) menguraikan tentang teljadinya regresi sosial 

da masyarakat yang sedang berkembang m~nuju tatanan yang lebih modem. 

asyarakat pada kondisi transisi mudah terbawa pada arus informasi sehingga mudah 

tuk Qipe~garuhi.5 Kini sudah ada cukup bu~ti.'ya':lg.menunjukkan bahwa peningkatan 

... ~:.~ .. ~.k .,~.4!~H~l~n ~~unru:,rutmyamengakibatkan.a_danya tuntu!an kendaraan yang melewatinya 

d lam j.umlah yang lebih besar. Dengan kata lain.kondisi jalan ini menimbulkan atau 

endatangkan jumlah lalu lintas tambahan dalam jangka pendek dan panjang. Ada juga 

• untutan tersembunyi' bagi mobil yang bergerak di sebagian besar wilayah kota (tertahan 

d banyak kasus karena kemacetan), perbaikan kondisi kepadatan jangka pendek apapun 

a an dirusak oleh jumlah pergerakan kendaraan yang baru (datang) dalam jangka 

p njang. Problem kemacetan tidak akan teratasi. Dari data yang ada panjang jalan di kota 

S rabaya adalah 2.035.95 kilometer. Menurut penelitian dari Dosch Consult (1998) pada 

t hun 20 I 0 nanti jumlah warga yang menggunakan kendaraan pribadi mencapi 77 persen 

d ri total populasi. Artinya adalah transportasi di Surabaya didukung oleh infrastruktur 

sportasi dara~ laut dan udara yang mampu melayani peIjalanan lokal. regional. dan 

emasional. Transportasi kota didukung oleh kendaraan umum angkutan kota (angkot). 

si, dan bus kota. Di sini ada komuter Surabaya ke Sidoaljo. kereta api dan bus. Jalan 

" urabaya Dalam Angka 2004, BPS Jawa Timur. 

5 urabaya Mace~ Bagaimana Solusinya? Tempo Interaktif. 16 Februari 2006. 
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ibangun pada jalur-jalur yang kepadatan lalu lintasnya tinggi.Transportasi laut 

did kung fasilitas kapal penumpang dengan rute ke seluruh kawasan Indonesia. Bandara 

Jua da melayani penerbangan langsung dari/ke luar negeri. Saat ini Bandara ini sedang 

dik mbangkan menjadi dua kali lipat dari kondisinya saat ini, dan diperkirakan akan 

bel' perasi pada tahun 2006. Sebagai Kota Metropolitan Surabaya memiliki luas wilayah 

ad inistratifyang cukup hesar(+I- 32,6 hal utuk menjangkau seluruh sudut kawasan kola 

di lukan saran an dan prasarana transportasi yang memadai. Kebutuhan transportasi 

pub ik di Surabaya, saat ini dilayani oleh:(' 

• Bus kota 
• Angkutan kota (mikroletiMPU/populer atau disebut hemo) 
• Taksi 
• Angguna(angkutan serba guna) 
• Becak 
• Angkutan kota dan angguna merupakan transportasi publik yang paling 

banyak dijumpai karena paling ekonomis dan rute yang dilalui cukup banyak 
(57 rute) serta bisa mencapai kejalan-jalan yang kecil 

• Kereta api KOMUTER 

Bus kota (Patas dan ekonomi)yang melayani transportasi publik kota surabaya 

me iliki 19 rute pada jalan-jalan utama dan di dukung oleh terminal-terminal yang 

repr sentatif antara lain: 

• Terminal Purabaya 
• Terminal Osowilangon 
• Terminal .lembatan Merah 
• Terminal Joyoboyo 
• Terminal Bratang 

lat transpprtasi lain yang umum dipakai adalah taksi bagi mereka yanng ingin 

men apai tujuan dengan cepat dan nyaman. Oi Surabaya. ada banyak perusahaan taksi 

yang siap untuk rnclayani kcbutuhan pcnumpang dengan tariftcrtentu sesuai dengan jarak 

tern uh yang dilalui Selain bermacarn alat transportasi di atas, alaI transportasi tradisional 

yaitu bccak. Untuk transportasi lintas kota. propinsi dan luar pulau publik Kota Surabaya 

dilay ni oleh l3us antar kota, kereta api. kapal laut. dan pesawat terbang. Ada 22 trayek 

I. Oat GTZ. 13EPEDA kOla Surabaya 200 I. 
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ang utab bus kota yang melayani warga kota Surabaya. Sedangkan angkutan yang 

ani angkutan mikroletllMPU 59 trayek dengan jumlah armada 5.594.7 Berdasarkan 

yang dihimpun oleh Ramelan, Kasie Angkutan Orang Dishub Surabaya, jumlah 

olet di Surabaya sebanyak 5.173 unit dengan kapasitas 62.076 tempat duduk, yang 

gi atas 59 trayek utama. Jumlah taksi di Surabaya yang memperoleh izin Surat 

inan Wali Kota (SPW) sebanyak 5.835 unit, namun hanya 5.130 unit yang 

lisasikan. Dari jumlah itu, hanya 4.170 unit yang saat ini beroperasi.K Sementara itu. 

bus kota yang beroperasi di Surabaya dalam catalan Dishub Kota Surabaya sebanyak 445 

12 unit di antaranya izinnya dikeluarkan oleh Oishub Kota Surabaya. Izin untuk 433 

lainnya dikeluarkan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa 

Ti ur karena rutenya tidak hanya mencakup \vilayah Kota Surabaya. tetapi melljangkau 

Kot Sidoarjo. Potcnsi angkutan umum lainnya adalah angguna (angkutan serba guna), 

yan ' jumlahnya 1.178 unit. Namun, hanya 785 unit yang beroperasi, sedangkan sisanya 

din atakan dalam kondisi rusak.'J Data Dinas Perhubungan kota Surabaya mencatat 

sam ai tahun 2005 ada 59 trayek yang dilayani moda angkutan mikrolet,dan 22 trayck 

cngadaan trayck dengan menambah jumlah trayck baru atau menambah jumlah 

arm da angkutan bukan solys'" tepat dalam mengatasi':persoalan, ·lmnsponasi .. kota 

Su baya khususnya. Upaya untuk merevisi Undang-undang: (UU) Transportasi 

dita gelkan selesai pada tahun 2009, UU transponasi yang saal ini dibahas untuk direvisi 

adal h U U No 13 tahun 1992 tentang Kereta Api, U U No 15 tahun 1992 tetang 

Tra sponasi Udara, UU No 21 tahun 1992 tentang Transportasi Laut dan UU No 14 

tah 1994 tcnlang Transponasi Daral. 

Rcvisi UU transportasi ini dianggap pcnting karcna mcnyangkut pclayanan 

pub ik. Sebab hal ini menyangkut transportasi antara moda transportasi. 

a Pos 27 Juli 1996. 
lpas (jalim) 28 Mci 1003. 
kot Surabaya 2006 
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Penting untuk mengkaji hubungan an tara pemerintah, swasta danmasyarakat 

dal m menata kebijakan transportasi. Alasannya adalah meningkatkan efisiensi, hemat 

ene gi, hem at biaya, menjaga kebersihan lingkungan, tingkat keselamatan, waktu 

berJ lanan yang semakin pendek, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan 

pre iksi (1995 - 2010), peningkatanjumlah mobil di Surabaya mencapai 169 persen, atau 

6,6 pcrsen pcrtahun. Sehingga jumlah mobil pada 2010 sekitar 788.463. Sedangkan 

ken ikan jumlah sepeda motor sebesar 29 persen atau per tahun hanya 1,7 persen. Pada 

201 sepeda motor berjumlah 933.335. "Ketimpangan terjadi karena jumlah angkutan 

urn m per tahun hanya 0,9 atau hanya berjumlah 626.077. Ini sangat memberatkan bagi 

Sur baya yangjumlah penduduknya mencapai 4 juta. III 

Dengan tingb~nya mobilitas kendaraan bermotor, tanpa di imbangi infrastruktur 

jala raya yang memadai malah menimbulkan kcmacctan luar biasa. Pola pengambilan 

keb 'akan transportasi yang terlalu menganakemaskan jalan darat, justru dimanfaatkan 

kelompok tertentu untuk menguatkan lobi-lobi ekonomi guna mencapai keuntungan. 

Ada kecenderungan solusi-solusi transportasi yang ditawarkan oleh Pemkot tidak 

pe h memberikan jalan keluar, justru mcnimbulkan polemik dan kontra produktif 

den an kepentingan masyarakat. Membuat kebijakan yang tidak mudah dimanipulasi 

siapapun termasuk pengguna jasa angkutan, pemilik kendaraan bermotor. 

aimana kebijakan "three' in one' yang berlaku di DKI Jakarta sarat dengatl 

man pulasi, karena pemilik mobil menggunakan jokey untuk menyiasati mobil 

be numpang tiga orang. Kepemilikan mobil di Surabaya di tahun 1990-an naik dengan 

kin cepat. 

Posisi Surabaya bisa dibilang sudah lebih tinggi daripada Singapura dan Jakarta, 

ua kali setinggi Manila, Seoul, dan Hongkong. Pencemar per hektare sangat tinggi 

rabaya. Ini terjadi walaupun tingkat motorisasi masih rendah. Kepadatan yang tinggi 

men. adi tantangan, tetapi kesempatan untuk angkutan umum. Kepadatan yang tinggi 

pcni gkalan yang ccpal dalam kcmacctan dcngan kcnaikan pcnggunaan mobil per orang. 

10 Ja\ 'a Pos, 27 Juli 1996. 
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Ke adatan yang tinggi perlu dijaga dengan cara membatasi pembangunan di pinggir 

kot .11 Dengan kondisi kota Surabaya yang terus mengalami kemacetan, persoalan 

tra sportasi publik menjadi isu penting untuk mendapatkan solusi. Berbagai pihak 

me gusulkan pembenahan moda transportasi massal berbasis rei sebagai jalan keluamya. 

()ATA ANGKllTAN KOTA 

Pig jln lolal Pjg Ityk 
Jumlah kend. Yang 

Rp.rnnp.ra~i Jml. Kend. ~enurul. 'iin 
Rala-2 lama LF Jam 

No. Kola 
2004 2004 BB BS BK MPU BM 

. . . 
(1 ) (2) (3) (4) (5) . (6) . (7) . (8) (9) 

KOTA METROPOLITAN 

1 :SURABAYA 101.147.00 1.828.95 .364 0 0 0 4.736 

2 .BANDUNG 1.168,81 252.00 142 
5.52 

12 1 0 0 

3 MEDAN 3.110.04 3.911.63 a 1.94 4.74 
0 . 7 . !i . 1.518 

4 PALEMBANG 802,52 712.00 0 
2.08 

468 504 . ? . 0 

5 MAKASSAR 1.638.75 237.00 0 
4.55 

0 0 .n 0 

Sum r: WIN 2(111-1 

BB 

(10) 

389 

142 

1.000 

1.000 

1.000 

BS BK MPU BM 

(II) . (12) (13) (14) 

1.000 : 1.000 . 1.000 4.806 

12 : 5.521 1.000 1.000 

1.000 : 4.257 .12.485. 1.518 

508 ; 504 ·2.082 1.000 

1.000 : 1.000 ~ 4.550 1.000 

operasi sibuk 
Gam) (%) 

. (15) (16) 

16 100.00 

16 ~ 100.00 

16 100.00 

14 100.00 

16 75.81 

2. rumusan Masalah 

Sampai sejauh mana peran pemcrintah dalam mengatur bidang transportasi 

publik. Apakah kcbijakan transportasi publik kota Surabaya sudah 

mcngakomodasi kcpcntingan masyarakat, artinya sampa. scjauh mana 

aksesibilitas masyarakat lerhadap pula lransportasi publik yang ada di kOla 

Surabaya? 

Bagaimana hubungan antara ncgara, masyarakat. dan kapitalisme dalam sistcm 

transponasi publik bcrkcla~il1tan'! 

II ank Ounia, --Reviu Siralc:gi Transporwsi Pc:rkolaan (OralY'. Okloh<:r 2000 
Per andingan intcrnasional: Surabaya dibandingkan KOla-KOla besar di Asia. 
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TINJAUAN PUST AKA 

Kajian tentang transportasi bisa dilakukan dari berbagai perspektif. yaitu dari 

lin kup pelayanan spasialnya yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam membagi 

ke\ enangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Penelitian ini akan berfokus pada 

isu ·su lintas yaitu dengan melihat kepentingan bersama yang muncul dari 

pe elenggaraan transportasi, berdasar moda angkutan yang memiliki keunggulan 

ko petitif dan komparatifnya sehingga dapat disusun sistem transportasi multi moda 

yan J efisien dan berdasar kemanfaatannya yang dalam hal ini transportasi dipilah 

me jadi transportasi privat dan publik.1 Fenomena transportasi publik terkait dengan 

log ·a modemisasi dan kapitalisme. Fenomena mencuatnya persoalan transportasi publik 

di . ta-kota besar di Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. 

Pergeseran pola perilaku masyarakat dengarr adanya· angkutan massal. berupa 

bus ~ay. kereta api misalnya dapat dimaknai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti 

dal m pemilihan moda transportasi oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi 

den 'an adanya angkutan massal.berarti ada perubahan itu menyangkut pola mobilitas 

pen uduk. pola perilaku bertransportasi. Bagi pemerintah penyelenggaraan transportasi 

pub ik berarti adanya pemerintah membuat kebijakan untuk pengadaan transport itu 

mul i dari yang bersit~lt teknis. sosiologis hingga politis. seperti pengadaan lahan, 

pen taan ruang. modal. dan sebagainya. Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan 

kek atan kapital. Untuk membangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu 

ada ya revitalisasi dalam semua aspek yang berkaitan dengan transportasi publik. 

I T ansportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umum, baik orang maupun 
bar g. dan pergerakan dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar. Ibid. 
h.21 
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Pa adigma Baru dalam Transportasi Publik 

Pemerintah kota berpcran penting dalam membuat perencanaan dan implementasi 

ke ijakan transportasi publik. Alasannya. karcna kota harus dibangun dengan pendekatan 

jan 'ka panjang dan sistematis. termasuk dengan mem perk uat pengaturan sistem 

tra sportasi. Setiap perencanaan yang dibuat harus merupakan pcrencanaan yang 

sist matik dan komprchensif lJalam perencanaan ini harus disertakan pula visi jangka 

pa 'ang kota. dan sistem transportasinya. serta bagaimana arahnya mungkin dapat 

ber tbah. Masalah yang menyangkut pengaturan dan manajemen sistem transportasi 

asuk di sini adalah regulasi dan izin pelaksanaan). merupakan hal-hal yang sarna 

pen ingnya dengan isu-isu teknis. 13erbagai kebijakan yang mempengaruhi masalah 

tra sportasi harus diharmonisasikan, sehingga keduanya dapat berjalan seiring, misalnya. 

pro ran untuk mcndorong pcnggunaan transit massa dan mengurangi perjalanan dengan 

mo il berpcnumpang satu (:"illg/e-occupal1l Cdr traveO. Hal penting lainnya adalah 

me ingkatkan integrasi transportasi dan pereneanaan pemanfaatan lahan. Pcningkatan 

dal m elemen tunggaJ dan tcrpisah dari sistem transit atau reneana transportasi. jarang 

mCI iliki pengaruh yang kuat. Scdangkan pendekatan sistcmatis dapat mcmuneulkan 

ene gi untuk memperkuat sistem transportasi.dan memperbaikinya. Isu NMT (Non 

A/o Jri=e fran.'p(}rlali(}/1) bdum dimunculkansecara·tegaSipadahal NMT dapat menjadi ........... . 

sol Sl banyak hal dari tingginya angkakecelakaan'lahi'lintas; konsumsi bahan bakar yang 

ber ampak pada penciptaan langit bcrsih, serta aksesibilitas bagi kaum miskin untuk 

kukan mobilitas secara Ic~ih murah. 

Sistem transportasi yang sl!karang telah membuat golongan miskin mengc1uarkan 

20·· 40% pcndapatannya unluk lransportasi. Sel,aor swasta harus dilibatkan. Kendaraan 

dan bahan bakar diproduksi dalam jumlah besar oleh pihak swasta. Sedangkan bcberapa 

per ~ahaan bahan bakar publik sangat dikenal dengan kelambanannya dalam merespon 

per intaan pcmhcr~ihan lingkungan. Mcmbcri kescmpatan pada sektor swasta untuk 

ber . 'mbang, mcmproduksl dan mcnjual teknologi yang dipcrlukan untuk transportasi 

mcrupakan kunci dalam mcnu.lll transportasi berkclanjutan. Mendorong pihak­

tersebut untllk maju dcngan antusiasme, bukan suatu hal yang mudah. 

Kcb 'rlanjutan pulitik harus dikembangkan. Tl!rlepas dari menariknya kcbijakan teknolugi 
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se arallg ini, tahap yang harus diperhatikan adalah perubahan dalam angin politik pa~a 

Poi yang sedang memimpin kota, atau pun multi partai yang harus berbagi p1flggung 

jJJ ab politik. Sektor swasta tidak akan melangkah dengan kekuatan penuh jika mere~a 
r 

sel lu memiliki keyakinan bahwa hukum akan berubah bersama dengan bergantinya 

pol tisi. IS 

S;J em Transportasi Berkelanjutan 

Sistem transportasi berkelanjutan lebih mudah terwujud pada sistem transporJ~~i 

berbasis pada penggunaan angkutan urn urn dibanding~i\n dengan sistcm y~J1g 

be asis pada penggunaan kendaraan pribadi. Hal itu mencerminkan adanya dinallljka 

rela i yang intesif antara negara dan rnasyarakat serta kapitalisme. Pengkajj negara 

se rti Skocpol rnenjelaskan bahwa negara secara sirnultan rnenikmati otonorni relatif 

d~i kapital sehingga rnenunggu akumulasi kapital. Teoretisi dan analis negara 

m~ 'hindari debat tentang apakah fungsi negara dapat direduksi menjadi kebutuhan alas 

mQ al sebagai tujuan akhir, sebagaimana diungkapkan Althusser. Jadi teoret\si negara 

ya bahwa orang tidak dapat mengkaji negara modern tanpa menelili kapttal 

dip dingkan dengan orang dapatmengkaji ekonomi tanpa· meneliti fungsi negara.2 
o • 

fv1JlS arakat sebagai objek, merupakan penentu dalam meriettikan' kebijakan yallg di~uat 

oleh negara terutama yang berkaitan dengan usaha pensejaht<!Jl\8n masyarakatnya. 

ggajika ditelaah lagi perlu adanya peranan masyarakat dalam pengawasan terhacJap 

a dalam pembuatan keputusan-keputusan tersebut. 

Sistem transportasi berkelanjutan merupakan tatanan baru sistem transportasi di 

era 110balisasi saat ini. PersoaJan transportasi menjadi persoalan yang memerlukan 

kajian dari berbagai perespektif ilmu. l Pada a\wJ penyelenggara 

pem rintahan mau menerapkan sistem transportasi berkelanjutan (sustainable 

2 Th da Skocpol. Stutes U/lJ Sociu/ Revo/ution, New York. Cambridge Univ.Prcss, 1979 . 
.1 Le Schipper. Su.'itoil1uh/e l/rhull Trumport in the 21" ('el1tury: ('hu/lel1~es ./iJr the 
Del'(; opin)!, World. h.11-2S, ualam Geetam Tiwari (ed.), Urhun Transport/()r (irowin)!, 
( 'itie ., MacMillan. India, 2002. 
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Ira sponation). Sebetul'1ya apakah sislcm transport qsi yang bcr~clanjula n illl? .Iika kita 

me ujuk pada bcbcrapa literalur yang ada, sistcm \rqnsportasi yang bcrkclanjulan ada lap. 

s4a u sistem transport~si YI\llg dapal mcngakorpodasikan aksesibi litas scmaksim'll 

mu gk in dengan dampak ncgl\f ifyang scminimal fTlun gk in. 

Sistem transportasi yang bcrkc lanjutan mcnYl!ngk ut tiga komponcn penting. yai ll! 

aks sibilitas, kcsclaraan dan dampak lingkunga:n. Aks.:sibi litas diupayakan dcngan 

per ncanaaanjaringan tr~nsponasi dan kcragaman '!Iat angkutan dcngan tingkat inlcgrasi 

yan' tinggi antara salu sarna lain. Kesetaraan diupayaka mclalui penye lcnggaraan 

Ira panasi yang terjangkau bag; semua lapisan masyarakat . mcnjunjung tinggi 

per.a ingan bisnis yang schat, dan pembagian penggunaan ruang dan pcmanfaatan 

infr struktur sccara adil scrta transparansi dalam sctiap pengambilan kebijakan. 

Pen 'urangan dampak ncgatif diupayakan melalui pcnggunaan cncrgi ramah lingkungan. 

alai angkut yang palipg scdikit menimbulkan polusi dan percncanaan yang 

me prioritaskan kcsclamatan. Mempcrhatikan kondisi makro yang ada tcrutama 

pen aruh iklim globalisasi mcncmpalkan pcrsoalan transportasi mcnjadi layanan 

kt!b tu han alau aksesibilitas yang harus disediakan okh Ncgara. Aksesibi litas 

tran partasi menjadi pcnting sei ring dengan meningkatnya peradaban umat man usia. 

Sec ra emiris, pc rkcmbangan kchidupan manusia dan kcmajuan tcknologi transportasi 

be ngaruh pada pcrubahan social dan ekonomi regional. Persoalan transpartasi di 

Ind nes ia cukup pel ik. dan hukan sekadar persoalan tcknis, ka rena kcnya taan 

men njukkan bahwa transportasi mcnyentuh aspck social. ckonomi dan kcuangan. 

Kar na itu. perlu dilakukan dcmistifikasi transportas i scbagai Si.'C lor (dnis schingga 

as '-aspck lainnya yang seeara sosiologis bisa dlkaji dalam scktor lransponasi . 

Trt.:nd kt.:biJakan transponasi kala di Indonesia saal ini yang mcnllntlll pcranan 

mas 'arakat Icb ih besar dalam pcnyusunan kebijakan transponasi an slch, karena scbagian 

dari kcompok dalam masyarakat mt.:rupakan bagian pcnl lllg st.:bagal pcngguna jasa 

tran ponasi dan mcnyangkut kt.:pcntingan masyarakat meskl udak dari st.: mua lapisan 

soci- 1 ekonomi 1llt.:Illt.:rlukan Jayanan. samna dan prasalana lransponasi . 

M r L r rr 
PERPVSTA KA/\,. 

- 1 
UNIV ERSITAS 

AIR~~GuJl J 
~ ABA~ 
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Trans ortasi Publik: Logika Modernisasi dan Kapitalisme 

Peranan dan pesatnya perkembangan kapitalis terutama pengusaha jasa angkutan 

publik di kota Surabaya khususnya dan di Indonesia umumnya tidak lepas dari konteks 

sejara yang melatarbelakanginya. Oi saat pemerintah Orde Baru menerapkan strategi 

pemba gunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berbagai kebijakan dibuat 

untuk endukung pencapaian tujuan itu. Investor asing (modal asing) diberi insentif. 

lisensi dan berbagai kemudahan untuk melakukan investasi di sektor industri di 

[ndone ia. Investor asing sengaja diundang untuk menjadi pelaku pembangunan 

ekono i, dan dengan terus berkembangnya laju pembangunan (modemisasi) di kota-kota 

besar, permasalahan transportasi turut mengikutinya. Semenjak itu permasalahan 

kekaca n transportasi terjadi, setidaknya mulai pertengahan tahun 1970-an ketika 

Baru sangat gencar menghadirkan investor untuk membangun 

industri, termasuk kendaraan bennotor. Oi kota-kota besar seperti 

Jakarta Bandung. Surabaya berdiri pabrik-pabrik perakitan kendaraan bermotor berbagai 

macam merk. 

abrik-pabrik itu menyerap ribuan tenaga kerja, dan dipercayai sebagai bagian 

dari u aya yang sangat strategis 'mengurangi pengangguran. Sebagian produksinya .. 

menjad komoditi eksport, dan,·s~bagian··besar yang lain membanjiri kota~kota 'besar: .... ~ ... ! .. 

Sampai saat ini industri otomotif Indonesia terus berkembang dengan pesat. Pada masa 

itu, da terlebih saat ini (yang sudah dalam era globalisasi) kehadiran kendaraan 

bermot r disambut baik oleh semua kalangan yaitu pemerintah. swasta, dan 

masyar kat.Hampir tidak ada daya menolak kehadiran investor industri otomoti[ 

Masyar kat dari segala lapisan sosial ekonomi menikmati produk teknologi otomotif itu. 

Kepem likan mobil dan motor menjadi simbol sebagai manusia modem. yang bisa 

melaku 'an mobilitas secara cepat. 

, chadiran invcstasi asing di sektor industri otomotif bagi pemerintah, bukan 

hanya agian dari upaya memfasilitasi kebutuhan transportasi, tetapi yang terpenting 

adalah mbang kcberhasilan pembangunan ekonomi, Bagi swasta' kehadimnnya adalah 

membu a peluang bisnis yang menggiurkan. terutama karena pangsa pasar yang sangat 
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be r. Bagi masyarakat, kehadirannya adalah simbol yang dapat mengangkat status 

sos al. Nilai kendaraan bermotor lebih tinggi daripada nilai sawah atau pekarangan. 

ah atau pekarangan dianggap sebagai simbol kehidupan tradisional-abrraris, 

se ngkan kendaraan bermotor adalah simbol kehidupan modem-industrial. Implikasi 

kebijakan pemerintah saat itu menjadi bencana untuk saat sekarang karena bukan 

a menyuburkan tabiat konsumerisme, tetapi juga semakin memperparah kondisi 

konteks ini, transportasi dapat disebut sebagai arena waljare 

col nialism, karena menjadi tumbal bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Bisa 

dili at bahwa kekacauan sektor transportasi di Surabaya tanpa disadari sebagai implikasi 

ke 'Jakan yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat.4 

Fenomena mencuatnya persoalan transportasi publik di kota-kota besar di 

nesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku 

rna yarakat dengan adanya angkutan massal, berupa busway, kereta api misalnya dapat 

di knai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda transportasi 

masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi dengan adanya angkutan massal berarti 

ada perubahan itu menyangkut pola mobilitas penduduk, pola perilaku bertransportasi. 

Sa . pemerintah penyelenggaraan transportasi publik berarti adanya pemerintah 

buat kebijakan untuk pengadaan transport·,itu mulai dari yang bersifat teknis, 

logis hingga politis, seperti pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan 

seb gainya. Ini berlanjut pada interaksi pemerintah dengan kekuatan kapital. Untuk 

me bangun sistem transportasi publik berkelanjutan perlu adanya revitalisasi dalam 

a aspek yang bcrkaitan dengan transportasi publik. 

Teoretisi dan analis negara menghindari debat tentang apakah fungsi negara dapat 

uksi mcnjadi kcbutuhan atas modal sebagai tujuan akhir, sebagaimana diungkapkan 

usscr. Jadi teoretisi negara percaya bahwa orang tidak dapat mengkaji negara modem 

mencliti kapital dibandingkan dengan orang dapat mcngkaji ckonomi tanpa 

oj Su yolo Usmun, U'ww.kr.co.id, 10 Mare12006. 
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me eliti fungsi negara.5 Masyarakat sebagai objek. merupakan penentu dalam menetukan 

ke 'Jakan yang dibuat oleh negara terutama yang berkaitan dengan usaha pensejahteraan 

ma yarakatnya. Sehingga jika ditelaah lagi perlu adanya peranan masyarakat dalam 

pen 'awasan terhadap negara dalam pembuatan keputusan-keputusan tersebut. 

Pe 'awasan terhadap negara tidak harus melalui parlemen atau lembaga perwakilan 

rak at melainkan merupakan suatu kewajiban dari seluruh komponen negara untuk 

me garahkan langkah negara demi terciptanya budaya partisipan menuju masyarakat adil 

dan makmur. Memperhatikan kondisi makro yang ada terutama pengaruh iklim 

glo alisasi menempatkan persoalan transportasi menjadi layanan kebutuhan atau 

aks sibilitas yang harus disediakan oleh Negara. Aksesibilitas transportasi menjadi 

pen ing seiring dengan meningkatnya peradaban umat man usia. Secara emiris. 

per embangan kehidupan manusia dan kemajuan teknologi transportasi berpengaruh 

perubahan social dan ekonomi regional. Persoalan transportasi di Indonesia cukup 

peli , dan bukan sekadar persoalan teknis, karena kenyataan menunjukkan bahwa 

tran portasi menyentuh aspek social, ekonomi dan keuangan. Karena itu, perlu dilakukan 

dem stifikasi transportasi sebagai sector teknis sehingga aspek-aspek lainnya yang secara 

SOSI logis bisa dikaji dalam sellor transportasi. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Cooley :bah\va:·(!;··:· .. : ..... 

"117e character (?( transportallOll as a whole and 117 delail. al any 
particular time and throug/wut it ... history. is altogether determined by its 
II1ter-relatums wlIh phYSical and ... ocial .Iim.:e... and conditions. To 
under,wand transportation means simp~}' 10 ana~v=e these inter-relations. 
,,,,,'f) jar. allention has heen .fixed as much as possihle on the simpler and 
more ohvlOUs condlllOn.... the phy.\·lcal. lYe now approach the more 
complex queslion (?f'the ,mcial relations (~"transporlation. 117e need./iJr Ihe 
movemelll (?( Ihillgs alld persons underlies every sort of ,mcial 
orgam:alUm. every' msllllllwn whatever. II I ... eCfll(//~v necessary to Ihal 

:; 'nl da Skocpol, SI:ffl;'S 311d Soci:11 Sc'I'Ollllioll. New YOl'k, C:unbridge Univ.Pl'css, 19i9. 

hCha les I lorton Cooley. "The Theory of Transportation", ,"'oc:iolo~ical 111eory ami Social 
Re,"(! rcll: Bdll).! Selecled Papers t{ ('/wrles Horton ('oo/{:\·. Originally published in 
I'uhl ('aluJIl." t~llht! Amt!rlC1II1/:'CtJlltJ/1l1C' As.w,cillluJIl 9 ( J 894). p. J 7- J 18. 
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economic organi=ation which ... upplie ... .'mcie(v with food and other 
ma/erial good\', and 10 those p.\ychic(ll organi=ations. the church. 
educ(I/ion, re.'tearch and the like, which. though ideal in their aims. 
require material in'ttrument.... 171e /ran.~fer of books, of scientific 
in ... /ruments and. above all. 0/ men charged with multi/arious social 
/unc/uJIls, is as neces.'tary to society in lis way as the trall.'ifer 0/ grosser 
material.'tubs/ances. There can he no adequate theory 0/ transporta/ion 
which has regard only to some one aspect of its social/unction. as the 
ecoll()mic a.\pect. 77zat is not the only aspect, nor can one truly say tl7at it 
is mure impurtant than the others. All are co-ordinate. equal(l' 
indispensable to social progres .... 

Lebih lanjut ia menjelaskan: 

PreCl. .. e/y hecau. .. e transportation underlie ...... ocial development it is in turn 
determined by /hat develupment. /I is a tool (~lthe economic. the political. 
the military organi=ations. and /he character of/he tool varie ... with their 
need ... 11,e most permanent condi/ion ... (~r it ... progre ... s are the natural 
ob ... tacle ... it ha ... to overcome and the natural jiJrces it employ ... : but even 
these III their practical bearings are relatil'e 10 ... ocial development. The 
art ofsc:ientlfic sailing convert ... a contrary wind Ji"om an obslacle inlo an 
assisting/oree. Whellmen discover how 10 utili=e eoallhrough steam and 
fhe .'iIeam-engine. il I." a ... if there were a new and ample creation (?f 
nalural power. 

16 

Pendapat Cooley menyiratkan perlunya perarian masyarakat lebih besar dalam 

usunan: kebijakan transport8si an sich,. karena sebagiani daTi . keompok~:datatfi 

m arakat merupakan bagian penting sebagai pengguila jasa transportasi dan 

yangkut kepentingan masyarakat meski tidak dari semua lapisan social ekonomi 

erlukan layanan. sarana dan prasarana transportasi. 

Memperhatikan kondisi makro yang ada terutama pengaruh iklim gl~ba!isasi 

mpatkan persoalan transportasi menjadi layanan kebutuhan atau aksesibilitas yang 

har s disediakan oleh Negara. Aksesibilitas transportasi menjadi penting seiring dengan 

me . ngkatnya peradaban umat manusia. Secara emiris, perkembangall kehidupan 

man sia dan kemajuan teknologi transportasi berpengaruh pada perubahan social dan 

eko omi regional. Persoalan transportasi cti Indonesia cukup pelik, dan bukan sekadar 

pers alan teknis, karena kenyataan mcnunjukkan bahwa transportasi menyentuh aspek 

soei I, ekonomi dan keuangan. 
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T ri Hubungan Negara Masyarakat 

Dalam teori hubungan Negara - masyarakat dimana negara dilihat sebagai 

baga yang tujuan eksistensinya adalah mengurangi ketegangan-ketegangan sosial dan 

me embagakan konsensus yang berkembang dan berubah-ubah.7 Proses otonomisasi 

dit kankan oleh Reinhard Bendix untuk memahami pertumbuhan negara moderen. 

Di mukakan bahwa negara tumbuh bersamaan dengan administrasi publik yang 

dit njukkan sebagai lembaga yang bebas dari persaingan-persaingan dan kontlik politik 

kepentingan-kepentingan pribadi.1S Kapitalisme tidak bisa ditransendir selama 

neg ra menjamin kontinuitas hubungan-hubungan produksi sosial kapitaJis dan struktur 

kla ya yang didasarkan pemilikan kapitalis yang memisahkan produsen dari alat-alat 

pro uksinya dengan menempatkan mereka sebagai klas yang tereksploitasi. Ini berlaku 

jug pada perusahaan-perusahaan "sektor publik", yang beroperasi di dalam kerangka 

kap alisme pinggiran serta tunduk pada imperatifnya. Perusahaan-perusahaan yang 

nsori negara atau dimiliki negara dengan demikian tidak lebih daripada "pengemban 

kapI al", satu dari berbagai bent uk pengorganisasian kapital, yang kebanyakan 

men 'gunakan bent uk pemilikan individual atau korporasi. 

Apabila demokrasi dimaknai sebagai interaksi segitiga, yang terpenting 

ulnya bukan interaksi antar aktor, melainkan tiga corak interaksi dalam 

men elesaikan masalah publik. Konsep state merujuk pada cara kerja yang 

men 'andalkan kepatuhan pada tatanan hierarkhis sebagaimana teljadi dalam birokrasi 

iliter, sementara market merujuk pada interaksi transaksional yang sifatnya suka 

sam suka. Sementara itu, konsep civil society merujuk pada cara kerja .yang 

men andalhan keadaban dan pengorganisasian solidaritas. Ketiga jenis interaksi tersebut 

7 Li t Shmuel Eisenstadt. M()(lerni=ation: IJrotest ami ('hange (Englewood Cliffs. NH: 
Prcn ice-Hall. 1966)~ n,e IJoliticul .\)/slem (~l/~'mf1ires (New York: Free Prcss, 1963)~ 

"Soc al Change. Differentiation. and Evolution". Amaic:clIl Sociological Review 29. no. 3, 
hala an 375-386. 

x Lih t misalnya Reinhard Bendix, NatioJ1 HlIildillg und Cili=ellship (New York: Wiley, 
1964. 
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terjadi dalam organisasi negara. dalam perusahaan maupun organisasi masyarakat 

sip l. Pemelintiran terjadi ketika yang dirujuk adalah aktor yang terlibat, bukan cara 

pe yelesaian masalah publik. Atas dasar konseptualisasi demokrasi yang sedemikitan 

te lintir ini, pejabat negara didorong untuk bemegosiasi dengan pengusaha alas dasar 

sip win-win .~()llIli()n. 

Mengikuti garis pemikiran ini. beberapa Marxis berbicara tentang borjuis birokrat 

egang perusahaan-perusahann seperti itu. Tetapi jika garis pemikiran ini diikuti, 

dis ingsi analitis harus dibuat antara perusahaan-perusahaan negara dan pejabat-pejabat 

ya g menjalankannya, di mana keputusan-keputusannya tunduk pada peraturan 

bayaran hutang kapitalis (sekalipun tidak terpenuhi di dalam praktek aktualnya -

ikian pula sektor swasta hampir selalu tidak mencapainya tanpa bantuan sektor 

lik) di satu pihak, dengan, di pihak lain. mereka yang menguasai aparatur negara, 

bir krat-birokrat negara yang tidak dalam cara yang sarna ditentukan oleh kalkulasi­

kal ulasi yang menguntungkan. Negara sebagai suatu entitas yang berdiri di luar serta di 

masyarakat. perantara otonom yang secara potensial ditetapkan oleh suatu sumber 

nalitas independen (dengan memberikan bantuan teknis pada negeri-negeri 

me opolitan). serta berkemampuan untuk memprakarsai dan mengejar program-program 

pe bangunan demi keuntunganseluruh masyarakat 'Implisit ada suatu pemisahan antara"; ... :.. . ... ,... . .. 

neg ra dengan masyarakat. meremehkan persoalan-persoalan mengenai fondasi sosial . 

kek asaan serta pembentukan kebijaksanaan publik. Problematika negara kemudian 

ler tas pada hal-hal kemujaraban institusi-institusi publiknya serta organ-organ untuk 

me capai tujuan-tujuan serta program-prob'Tam modemisasi. dengan fokus khusus pada 

per nan elite yang memerintah. partai-partai politik. birokrasi. serta militer. 

1'4 ra sebagai Aktor yang mengelola Kepentingan Publik. 

Negara mempunyai peranan penting dalam transportasi publik. Dalam beberapa 

dek de belakangan ini terlihat dahsyatnya perubahan politik-ekonomi menuju titik 

min mal peranan negara. dan pada saat yang bersamaan mencapai titik maksimal peran 

pen usaha. Kctika badan publik yang mcnjadi sandaran pcnge!olaan kepentingan publik. 

rna' pelayanan kcpada publik mau tidak mau didasarkan pada kcmampuan membayar, 
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bukan didasarkan pada penghonnatan atas hak-hak warga negara. Perusahaan 

mem rikan pelayanan kepada publik hanya kalau dirinya bisa memperoleh keuntungan. 

dan rusahaan tidak bisa dituntut bertanggung jawab terhadap nasib warga negara yang 

tidak endapatkan pelayanan publik.9 

Politik Jalan Ketiga mencoba mencari hubungan yang baru antara individu 

denga masyarakat. Jalan Ketiga merupakan definisi ulang dan hak dan kewajiban. 

Perhati n utama dari Jalan Ketiga adalah soal keadilan sosial. la mendorong perlunya 

keterli atan sosial yang inklusif dan membangun masyarakat yang kuat dan ak1if. 

masya kat dan negara yang bekeljasama sebagai mitra. Giddens sebagai ilmuwan sosial 

berupa a menghidupkan budaya civil society, mengupayakan sinergi antara sektor publik 

dan sw sta, dan memanfaatkan dinamika pasar dengan tetap memperhatikan kepentingan 

asyarakat. Jalan Ketiga dan globalisasi adalah berkaitan. Hal ini tampak dan 

tulisan Giddens dalam karya tersebut. Giddens menempatkan globalisasi sebagai 

an sebagai yang harus diwaspadai karena dampaknya yang dasyat terutama 

dalam bidang ekonomi. Giddens dalam 111e 111ird Way: 111e Uenewal of Social 

Democ aq' (1998) menyebut lima dilema yang harus dihadapi yakni. pertama, 

globali i. Globalisasi bukan sekedar·sistem·ekonomi·belaka.·Globalisasi mencakup arti 

ekono i, informasi. transportaSi. 'dan sekallgus juga' pols tingkab laku kehidupan sehari­

han. G obalisasi yang bergerak ke semua arah mempengaruhi posisi dan kekuatan 

negara- egara di suluruh dunia. Kedaulatan bukan lagi perkara negara. batas-batas 

menjad lebih kabur. Tetapi negara-bangsa tidak menghilang, dan lingkup pemerintahan, 

secara eseluruhan justru meluas, bukan menyusut. Negara tidak lagi berperan dalam 

mengur si perdagangan tetapi lembaga perdagangan Intemasional. 

'J Baca Icbih lanjut, Purwo Santoso, Mcnata Sistem Transportasi: Mcndekatkan 
Demokr si Oengan Rakyat, .fumal Waculla, Edisi 22, Tahun VI, 2005, h. 17-44, 
Insist, Y gyakarta. 
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N ara dan Kapitalisme 

Teori ini memberikan rekomendasi bahwa kehaneuran kekuasaan politik dan 

ke uasaan agama oleh kekuatan ekonomi adalah perubahan terpenting dan mendasar, 

, memungkinkan berkembangnya sistem kapitalis. Persekutuan antara kaum 

gang dan kaum pengusaha dengan Negara-negara (dalam artian sebagai fasilisator), 

r menghasilkan akselerasi perkembangan akumulasi keuntungan dan modal sampai 

rib an kali tum over perdagangan. Ini teJjadi pada masa industrialisasi dan 

asionalisasi kolonial, namun disini peran Negara tidak akan menguntungkan 

m yarakat banyak, kalaulah tidak dipaksa atau dipertentangkan dengan kekuatan 

m yarakat itu sendiri (buruh, tani dan lain-lain). Pada era setelah 1980-an, kembali 

telj di tendensi yang amat sangat memberatkan kepentingan umum. terutama dengan 

glo alisasi kapital, melalui keterbukaan ekonomi dan kebutuhan investasi sebagai satu­

sat ya jalan pembangunan. Negara kembali bersekutu dengan kekuatan ekonomi. dalam 

ani n pembantu dan penjamin kepentingan kekuatan-kekuatan ekonomi ( yang 

bert ntangan dengan kepentingan umum). 

Melalui karyanya 71ze Rise ol( 'api/ai, Robison dengan jelas menyebutkan praktik 

kon pirasi dunia usaha yang eukup·kompleks. Yushihara Kunio dan Andrew Macintyre 

mer pakan dua penulis tentang ekOliomi 'politik Indonesia yang benar-benar yakin ada 

kon pirasi dalam kapitalisme di Indonesia. Konspirasi itu ada dan tak terbantahkan. 

Patr nase bisnis yang berkembang di Indonesia bisa dijelaskan dati hubungan patron 

clie 1. Yoon Hwan Shin menjelaskan bahwa hubungan ini sering diartikan sebagai 

soli aritas vertikal yang terjadi hanya dalam masyarakat patrimonial. Dalam hubungan 

lnl, individu dcngan status yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan 

sum erdayanya untuk menyediakan perlindungan atau keuntungan bagi klien atau 

sese rang yang statusnya di bawahnya. Klien ini kemudian membalas dengan 

men warkan dukungan tcrrnasuk jasa pribadi. Dalam pcmikiran ini. patronasc bisnis. 

patr n poliltik yang dimiliki pengusaha umumnya bcrada di tangan p~iabat Ncgara, 

seba 'aimana ditegaskan oleh Shin bah\'13 patronase bisnis adalah fenomena umum di 

Indo esia. khusus nya masa Orde Baru. Shin, menelaah secara khusus peranan negara 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN HUBUNGAN NEGARA ... SITI AMINAH



BA II/DIPA 2006 21 

rna a Orba dalam mendukung perkembangan kaum kapitalis yang berakibat pada 

me emahnya kekuatan sosial, ekomomi dan politik. Kemandirian Negara sebagai tuntutan 

da kebutuhan industrialisasi serta pembangunan ekonomi, membutuhkan aliansi-aliansi 

ba an tara Negara dan kekuatan-kekuatan social politik. social ekonomi baik dalam 

n nasional maupun intemasional. Negara sebagai kekuatan mandiri menjadi subyek 

yan' memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan dari 

atan social yang ada di masyarakat. 10 

Demokrasi dapat dimaknai sebagai interaksi segitiga, yang terpenting sebetulnya 

buk n interaksi antar aktor, melainkan tiga corak interaksi dalam menyelesaikan masalah 

pub ik. Konsep slate merujuk pada cara kerja yang mengandalkan kepatuhan pada 

tata an hierarkhis sebagaimana teljadi dalam birokrasi dan militer. sementara market 

me ~uk pada interaksi transaksional yang sifatnya suka sarna suka. Sementara itu, 

kon ep civil society merujuk pada cara kelja yang mengandalhan keadaban dan 

pen organisasian solidaritas. Ketiga jenis interaksi tersebut bisa teljadi dalam organisasi 

neg ra. dalam perusahaan maupun organisasi masyarakat sipil. Pemelintiran teljadi 

keti a yang dirujuk adalah aktor yang terlibat. bukan eara penyelesaian masalah publik. 

dasar konseptualisasi demokrasi yang sedemikitan terpelintir ini. p~jabat negara 

ong untuk bemegosiasi dengan pengusaha alas dasar prinsip win-win ;4;olulion:" 

De okrasi dijabarkan sebagar'rasionalitlts negara. Pada saat itll,' ·tilSionalitas warga' 
neg ra tidak kelihatan, Yang ada hanyalah asumsi bahwa negara bekelja untuk rakyat. 

ini, saat maraknya gagasan neo-liberal. warga negara terkesan dihormati hak­

a, Yang sering kita lupakan. hak-hak yang dikedepankan sebetulnya adalah hak-hak 

polit k. dan hak-hak politik itupun hanya bisa mempengaruhi dinamika sistem manakala: 

( I) \ arga negara secara individual memiliki kesadaran akan hak. dan (2) kesadaran hak 

ini d perjuangkan secara kolektivitas dalam kegiatan-kegiatan yang terorganisir, Jelasnya. 

war' negara yang tidak mcmcnuhi pcrsyaratan ini pada gilirannya tidak mampu ikut 

bern gosiasi. bahkan akhimya dianggap tidak ada, Konseptualisasi demokrasi semaeam 

III Sin, Yoon Hwan, /)emyis/~b'illJ!, Ihe Capitali,\'1 Siale: I'olilical l'alTp"aJ!,e, 
/JuTe ucraTlic In/eTe.o;I, tllld ('upitali,\'1 in Formalion in Soe/1aTIo ',0; Inc/onesia, A 
()iss rtation to the Faculty nfthe Graduate School of Yale University, 1989, h. 7. 
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itu menyembunyikan kenyataan bahwa pengusaha adalah juga warga negara yang 

estinya diperlakukan setara dengan warga negara lainnya. Peran dominan pengusaha 

tid k mudah dipergoki ketika secara konseptual dirinya mendapat pijakan konseptual 

se agai salah sat~ dari !ida kaki demokrasi. 

Dalam argumentasi teori ini kondisi negara Indonesia pasca Orba mendapatkan 

'elasan yang menarik karena keruntuhan rejim Orba hampir tidak mcnghilangkan 

kteristiknya yang bersifat oligarkhis. Terbukti rejim yang ada sekarang masih 

uang mengangkat akar kekuasaan yang bersifat oligarkhis, selain itu dengan teori ini 

jug ditunjukkan masih berkembanbrnya praktik patronase bisnis menunjukkan bahwa 

sen ralisasi ekonomi dan politik menjadikan negara sebagai al-tor utama. Negara menjadi 

tu buh kuat dan sebagai sebuah negara otoriter birokratis rente yang memunculkan para 

buru rente di kalangan pejabat pemerintah. Sedangkan masyarakat menjadi lemah. 

iz dan Robison dalam Organizing Power in Indonesia: 111e Politic ... of Oligarchy in 

ge ofMurkels menguatkan teori ilu. Robison mendalami kajian atas kontlik dramatis 

yan) terjadi di Indonesia setelah menguatnya kapitalisme pasar intemasional (era 

glo alisasi). Dalam skema teori ini, dijelaskan bagaimana rejim yang ada dalam orde 

ref rmasi juga berusaha membandingkan respon kapitalisme pasar itu. Terutama negara 

hen ak mengkonsolidasikan kekuatan otoritarian menghadapi sisa.;.sislrhegethofii-b11garki 

pol ik yang sudah mengakar. 8erkcmbangnya praktik patronase bisnis menunjukkan 

bah va sentralisasi ekonomoi dan politik menjadikan negara sebagai aktor utama. Negara 

me 'adi tumbuh kuat dan sebqagai sebuah negara otoriter birokratis rente yang 

me unculkan para pemburu rente di kalangan pejabat pemerintah. 11 

Richard Robison dalam karyanya The Rise of Capital (1986) dengan jelas 

me ebutkan praktik konspirasi dunia usaha yang cukup kompleks. Yushihara Kunio 

8) dan Andrew Macintyre (1991) merupakan dua penulis tentang ekonomi politik 

Ind nesia yang benar-benar yakin ada konspirasi dalam kapitalisme di Indonesia. 

Kon pirasi itu ada dan tak terbantahkan. Patronase bisnis yang berkembang di Indonesia 
---------- --

II H diz, Vedi R dan Richard Robison, ()rgum=mg Power III I"done ... /{}: 11,e I)o/Jlic ... (?l 
O/i In'hy III un Ag(' ,?I "'-Iarkels, Routledge Curzon. London, 2004, h. 17-18. 
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bis dijelaskan dari hubungan patron client. (Yoon Hwan Shin, 1989). Hubungan ini 

se g diartikan sebagai solidaritas vertikal yang teIjadi hanya dalam masyarakat 

pat ·monial. Dalam hubungan ini. individu dengan status yang lebih tinggi (patron) 

me ggunakan pengaruh dan sumberdayanya untuk menyediakan perlindungan atau 

tungan bagi klien atau seseorang yang statusnya di bawahnya. Klien ini kemudian 

balas dengan menawarkan dukungan termasuk jasa pribadi. Dalam pemikiran ini. 

nase bisnis. patron poliltik yang dimiliki pengusaha umumnya berada di tangan 

pej bat negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Shin bahwa patronase bisnis adalah 

fen mena umum di Indonesia. khusus nya masa Orde Baru. 

Berkembangnya praktik patronase bisnis menunjukkan bahwa sentralisasi 

eko omoi dan politik menjadikan negara sebagai aktor utama. Negara menjadi tumbuh 

kua dan sebqagai sebuah negara otoriter birokratis rente yang memunculkan para 

pem uru rente di kalangan pejabat pemerintah. Sedangkan masyarakat menjadi lemah. 

dari Richard Robison menguatkan teon itu. Buku tersebut merupakan kajian atas kontlik 

dral atis yang terjadi di Indonesia setelah menguatnya kapitalisme pasar intemasiona1. ':! 

sisi lain, buku yang terdiri dari empat bab ini juga berusaha membandingkan respon 

rintahan pasca-Soeharto terhadap kapitalisme pasar itu. Terutama negara hendak 

men konsolidasikan kekuatah"O(Ontarian merighadapt 'sisa"sisa' hegemoni oligarki politik 

yan sudah mengakar. Dan perbandingan itu, bisa diketahui bahwa reorganisasi kekuatan 

eko mi-politik di Indonesia masih harus menempuhjalan panjang. 

Pada bab pertama, Robison dan Vedi memberi kerangka teoritis untuk mcmotret 

apa ang telah terjadi di Indonesia. Set~lah itu keduanya mengupas krisis berkepanjangan 

dan danya paradoks dalam masa transisi menuju demokratisasi. Pembahasan kemudian 

dilan utkan pada teori-teori perubahan dan kasus Indonesia. Terdapat tiga teori yang 

diku as. selain teori yang berasal dari tesis neo-liberalisme, juga diuraikan teori benturan 

antar institusi historis dan teori bcnturan akibat kontlik sosial dan pcrubahan 

instit sional. Kctiga teori itu disambungkan pada kcnyataan-kenyataan yang tcr:iadi di 

Indo esia. Dalam kondisi itu. kapitalisme negara yang diusung orde baru pelan-pelan 

I:! fbi '. h. J 8-25. 
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te ata meresap kembali ke dalam susunan politik pasca-Orba. sebagai contoh. 

kel mpok-kelompok bisnis warga keturunan pun semakin menjamur. telah tetjadi 

morfosis birokrat politis yang ingin meraih atau mempenahankan kekuasaan. 

Praktek-praktek ekonomi koncoisme masih mewarnai reorganisasi kekuasaan 

poli ik. Pada saat ini. potret buram institusi politik tak kalah dibanding Orba. Semakin 

ban ak orang yang tcrjun ke dunia bisnis sctelah . sukses' menjadi politisi. Dalam buku 

ini. kedua peneliti hanya menggambarkan liku-liku kapitalisme predator yang 

di rlihatkan para pebisnis yang notabene adalah politisi juga. 
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BAR III 

TllJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

I. Tujuan Penelilian 

I) Melihat secara empiris relasi negara. masyarakat. kapitalisme (swasta) dalam 

bidang transportasi publik. 

2) Menjelaskan peran pemerintah. masyarakat dan swasta dalam pengembangan 

transportasi Publik 

3) Melihat secara empiris sampai sejauh mana aksesibilitas masyarakat terhadap 

pola transportasi publik di kota Surabaya tersebut 

4) Menjelaskan hubungan antara negara. masyarakat. dan kapitalisme dalam 

pengembangan sistem transportasi publik berkelanjutan? 

2. anf3at Penelitian 

I) Penelilian ini ditujukan unluk memperkaya kajian bidang transportasi publik 

dari perspektif sosial polilik. . 

2) Kegiatan penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan informasi 

ilmiah tentang factor-faktor yang bisa menjelaskan tentang hubungan an tara 

negara. masyarakal dan kapitalisme dalam transportasi publik di kOla 

Surabaya. 

3) Secara praktis studi ini bisa memberi mantaal pada pemahaman puhlik 

tenlang keterkaitan yang lak terpisahkan satu sarna lain antara pemerinlah, 

masyarakat dan swasla dalam mengalasi persoalan transportasi publik di kOla 

Surabaya. 
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3. knik Pengumpulan Data 

a. Wawancara mendalam (deeplh-inlerview) digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang menyangkut peranan negara, masyarakat, kapitalis yang 

dijalankan selama ini di bidang trasnportasi kota. 

b. Review dan analisis dokumen tentang transportasi kota. 

4.A alisis Data 

Metode analisis menggunakan teknik intepretasi. Artinya, seluruh data yang telah 

dipe oleh dari wawancara maupun data sekunder analisis mulai saat penelitian ini 

berl ngsung sampai sesudah pengumpulan data berakhir. Setelah data ditranskripkan 

den an lengkap, didukung dengan data primer dan sekunder yang diperoleh selama 

pen ilian maka langkah-Iangkah yang ditempuh dalam menganalisis mencakup tiga 

lang "ah yaitu: berkaitan dengan penyederhanaan data, pennyajian data dan penyimpulan. 

Sem ntara itu data dari kuesioner akan disajikan dalam bentuk tabel silang dan 

diint rpretasi sesuai keperluan permasalahan penelitian. 

tode Analisis Data 

• Penentuan Unit Analisis 

Unit anal isis riset ini adalah pelaku angkutan public, pengguna angkutan 

public, pemerintah kota Surabaya (Dinas Perhubungan, DLLAJR, Badan 

Perencanaan Pembangunan KotalBapeko. Pengusaha angkutan, Organda, 

Sopir, DPRD. LSM yang bergerak pada bidang transportasi public baik di 

tingkat local maupun nasional. yaitu INSTRAN. dan lainnya). 

• Cara dan Instrumen Pengumpulan data. Cara dan instrument pcnclitian ini 

dirancang dengan mcnctapkan kcgiatan yang meliputi: 
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a. Review studi 

b. Wawancara terhadap penentu kebijakan, implementator program, 

pengguna jasa angkutan public, pelaku transportasi public (sopir, 

pengusaha angkutan) 

c. Studi kasus mengenai transportasi di dua kota Surabaya. 

S.P ngolahan dan Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan adalah "deskriplifanalilik ", baik data yang 

bers fat kuantitatif, kualitatif maupun kombinasi dari kedua-duanya. Untuk data 

kua titati£, setelah data diterima dari masing-masing enumerator dilakukan proses 

tabu asi dan editing, jika ditemukan data yang belum terisi dilakukan proses konsultasi 

dan ·onfirmasi pada informan kunci dan para enumerator, selanjutnya dila~ukan proses 

retasi dan analisis infrensia. Sedangkan anal isis data kualitatif dilakukan proses 

ven kasi dari berbagai sumber (tokoh masyarakat, referensi, intansi terkait). Dalam 

anal sis data kualitatif, juga dilakukan pcndekatan dengan menelaah setiap faktor baik 

yan bersifat ekstemal maupun internal yang mempengaruhi masyarakat di daerah lokasi 

studi 

Pengambilan data kualitatif dilakukan dengan wawancara' mendalam. Hasil 

ut diharapkan mencenninkan keadaan riil yang akan dirangkum menjadi 

kesi pulan forum. 

Interpretasi dan al1alisis data dilakukan, baik dengan pendekatan kualitatif 

mau un kunatitatif. Pada tahap kegiatan awal, studi literatur sangat dibutuhkan dan harus 

dilak kan secara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan maksud agar tim peneliti 

men apatkan gambaran awal mengenai peta atau kondisi transportasi public khususnya 

men enai daerah yang akan diteliti. 

Untuk mendapatkan data dan infonnasi lapangan disiapkan sejumlah intrumen 

yang erdiri yang terdiri dari: 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN HUBUNGAN NEGARA ... SITI AMINAH



SA IV IDIPA 2006 29 

1. Instrumen untuk pcngumpulan data potensi wilayah yang menjadi area 

pcnelitian berbcntuk daftar pcrtanyaan terstruktur dan pcdoman pengamatan 

terhadap kondisi dan situasi wilayah. 

2. Instrumen untuk pcngumpulan informasi dari para informan terpilih berupa 

pedoman wawancara, khususnya berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan 

infotmasi tentang kondisi sosial ekonomi dan budaya. 

3. Instrumen untuk pengumpulan tentang persepsi dan pengetahuan informan 

pad a probJfam-program pemerintah yang diharapkan. Wawancara dilakukan 

pada tokoh-tokoh adat dan agama, tokoh-tokoh formal dan informal, tokoh 

pcmuda dan wanita serta masyarakat yang terpilih sebagai informan. 

Sumber data primer dan sekunder adalah: Bapeko, Dinas Tata Kota (Dinas 

Pek rjaan Umum, Jasa Marga), masyarakat (pcngguna jalan, pelaku bisnis, pengusaha 

tran portasi). 
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METODE PENELITIAN 

1. endekatan yang dipakai 

Penelitian ini dirancang sebagai suatu kegiatan penelitian yang memotret tentang 

isi-kondisi social, ekonomi dan politik transportasi kOla Dalam melakukan kegiatan 

itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatit: Melalui penerapan 

yang dipelajari dan diamati secara langsung adalah sikap dan 

peril ku bertamsportasi dari individu-individu warga kota Surabaya. Dengan 

me perhatikan berbagai keterbatasan yang ada dalam metode kualitatif, maka evaluasi 

terh dap instrumen penelitian juga akan dilakukan sebagai upaya mencari dan 

mer muskan konsep transportasi kota yang berkelanjutan Tidak menutup kemungkinan. 

dala pelaksanaan penelitian ini akan dikembangkan beragam instrumen yang 

men ukung tercapainya tujuan penelitian ini. 

Singkatnya, penelitian ini dirancangrdengan menetapkan'kegiatan yang meliputi: . • 

ncara mendalam (in-deplh inlerview) digunakan untuk mengumpulkan informasi 

yang menyangkut pcranan negara, masyarakat, kapitalis yang dijalankan selama ini di 

bida g trasnportasi kota. Wawancara terhadap penentu kebijakan transportasi (Dinas 

Perh bungan, DPRD Kola Surabaya, Organda, dan implementator program. pcngusaha 

angk tan public, dan pengguna jasa angkutan transportasi public), dan review serta 

anali is dokumen tentang kebijakan transportasi kota. 

2. Su ber Data dan Lokasi Penelitian 
Lokasi I'cnelitian: Oacrah pcnclitian ditctapkan di kOla Surabaya .. 
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BABV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

t. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Transportasi Publik 

Pennasalahan dalam konteks transportasi publik perkotaan terus meningkat 

be maan dengan meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan 

pe mbuhan pennintaan perjalanan di Surabaya telah menimbulkan berbagai macam 

pe asalahan transportasi, antara lain adalah: kemacetan Lalu Lintas dan struktur 

Per otaan. Oengan adanya konsentrasi pennintaan peljalanan di wilayah pusat kegiatan 

eko omi dan busnis (Suarabaya Selatan, Pusat dan Utara) menyebabkan kemacetan lalu 

lint s yang parah dan membuat angkutan bus serta kereta api menjadi penuh sesak, 

kar na sebagian besar tarikan perjalanan ke tempat tujuan atau tempat kerja masih 

sat pada kawasan tertentu, di tengah kota. 

Oi Surabaya ada olorita angkutan Surabaya yang mengeluarkan ijin trayek, 

terd ri dari OLLAJ Propinsi Jalim, OLLAJ Sidoarjo, dan DLLAJ ;Kota Surabaya. 

Kon isi angkutan daral di kOla Surabaya memerlukan penanganan secara komprehensif 

den an melibatkan berbagai pihak terkait. Menurut Ramelan dan Pemkot Surabaya: I 

"Karena namanya angkutan, ini saya ngomong agak leoritis ya ... angkutan 
proses pergerakan dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sarana dan 
prasarana, prasarana itu jalan. dijalan ada penunjangnya seperti tenninal, 
haItc pokoknya yang ada di kiri kanan .ialan itu tennasuk prasarana. 
Disamping prasarana ada sarana, sarana itu kendaraan. Scjarah angkutan 
awalnya orang bc~jalan kaki terus ada pcrkembangan proses akhimya untuk 
memindahkan barang diglindingkan dari atas kebawah, dihanyutkan dari 
sungai terus akhimya terinspirasi dengan mcngglindingkan timbullah roda. 
Kcndaraan pcrtama kali ditarik oleh manusia. Berkembang terus tcnaganya 
diganti pake hewan terus terakhimya mesin uap terus sampai mobil. Oi 
Indonesia tcnaga he\\'an dianggap masih tradisional, tapi di luar ncgeri 
scpcrti Eropa. Amcrika kcndaraan pakc tcnaga pcnggerak listrik dan mesin. 

I Wa\ ancara 5 Scpctcmbcr 200{) 
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Dia pake tenaga hewan hanya untuk melindungi budayanya sftja, seperti di 
lnggris untuk scremonial kerajaan. Sekarang di Indonesia temyata kal au di 
lua r ncgeri sudah ditinggalkan karena dianggap tidak clisicn pcnggcrak 
manusia dan penggcrak hewan. Penggcrak manusia yaitu beeak, penggerak 
hewan kalau rnbak pcrgi ke daerah Karangpi lang ada rnasih ada andong 
bukan untuk \Visala. Cikar rnasih dipakai di daerah Kalirnas. Kalau 
pcrkcmbangan angkutan umum di Surabaya pcmah ada helicak , jadi tadi nya 
beeak untuk mcmanusiakan orang. Bccak diganti heli cak kemudian digant i 
angguna double ka bin sebenarnya untuk leknik pcnggunaan d ia lermasuk 
angkutan barang, angguna perkembangannya bentuknya yang barus 
sckarang bcstlc wagon bangku depan untuk supir bangku tcngah untuk 
penumpang. 

Pcnjclasan inronnan di alas mcnunjukkan bahwa di Indonesia urnumnya dan 

Sur baya khususnya, angkutan ya ng masih menggunakan tenaga manusia di anggap tidak 

efisi ~n , dan masih ada kcsan sebagai angku lan yang lidak modem. Dcngan adanya 

ang apan dari masyarakat sepcrti ini , bagi kota yang sedang giat tumbuh dan 

berk ~rnbang rnaka bisa d ipastikan bahwa ke depannya kOla Surabaya akan dipcnuhi oleh 

ke n araan bennotor (mobi l dan sepeda motor ) scbagai moda angkutan yag dipilih 

mas arakat karena Siral-siralnya yang cepal, cli sien, dan dapat mclambangkan status 

dirin 'a scbagai scorang yang sukses dalam menjalani kehidllpan yang rnenjalankan nilai­

nilai Illodernitas. 

Kelika pc layanan bus merosot. orang akan bc'rusaha mcndapatkan kcndaraan 

prib i baik itu mobil maupun motor. Dengan meningkatnya perjalanan pribadi maka 

kern eC lan scmakin mcningka l dan pcrjalanan mcnjadi lambat ataukCCeJl3lan mcnjadi 

bcrk rang. Dt:ngan mcrosotnya keecpatan bus, produkt ivilas akan mcrosol dan biaya 

lllenJ di \cbih besar. Karena biaya naik mi.lka ongkos bus j uga harus naik atau pcJaya nan 

disu id\ alau dicabut harus disub:.idi atau dieablii. Naiknya ongkos angkutan alau 

di ea Inyu pclayanan akan mcngantar pada pcnurunan yang akan Illcngantar pada minat 

naik us yang akan mcnganlar pada lcbih banyaknya pcrjalanan dcn1;an kcndaraan 

priba i dan kcmaectan yang k hih parah . 

Fasilitas yang ada dalam angkutan publik , bus kota, angkot (rnikrolctlbemo) 

mas] bclum rnemberikan kcnyamanan bagl p...:nggunanya. Angk utan umU!ll dengan 

lmye tetap, Yi.lk ni : 
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I). Bus kOla: Kapasitas duduk 50-60, dengan 3 + 2 pola tern pat duduk. Dengan 

orang berdiri. muat sampai 100 orang. Izin untuk hampir semua dari DLLAJ Tk.1 

Jawa Timur, karena menggunakan terminal Purabaya. Dengan sebanyak 400 bus 

yang diizinkan unluk 25 lrayek. Damri diizinkan 233 bus. sedangkan operator 

swasta rata-rata 6 bus. 

2). Angkot: Kapasitas duduk I~. Trayek angkot berjumlah 57, dengan 4684 

angkot yang diizinkan. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemkot bidang transportasi Surabaya2 

jumlah mikrolet di Surabaya sebanyak 5.173 unit dan kapasitas 62.076 tempat 

dud k, yang terbagi atas 59 trayek utama, dan jumlah taksi di Surabaya yang 

me peroleh izin Surat Perizinan Wali KOla (SPW) sebanyak 5.835 unit, namun hanya 

unit yang direalisasikan. Menurutnya jumlah itu, hanya 4.170 unit yang saat ini 

rasi dan masih bel urn cukup menjamin baiknya sistem transportasi publik kota. 

Pote si angkutan wnum lainnya adalah Angguna (yang sudah kurang populer dan 

arm danya semkain hari berkurang. hanya tinggaI beberapa saja) dengan kondisi yang 

sebe amya sudah tak layak. Pada awalnya berjumlah 1.178 unit, tetapi kini kurang dari 

10% yang beroperasi, sedangk~lii sisanya dinyatakan dalam kondisi rusak .. Sementara ·ilU, .. 

bus ·ota yang beroperasi di· ·Surabaya adalah 445 unit, 12 unit di aniaranya: iziifr'lya ' 

arkan oleh Dishub Kota Surabaya. Izin untuk 433 unit lainnya dikeluarkan oleh 

Dina Lalu Lintas dan Angkulan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur karena rulenya lidak hanya 

men akup wilayah KOla Surabaya, dan KOla Sidoarjo .. ' 

Masalah lain yang terkait dengan transportasi adalah terbatasnya perhatian 

ot terhadap pelayanan di bidang transportasi seperti masalah kebersihan tempat 

terut rna pemberhentian (terminal-hahe) dan ketidaknyamanan yang dirasakan 

pang didalam bemo-lyn dan bus kola yang disebabkan oleh fasilitas tempat duduk 

pang yang kurang nyaman, keamanan. ruang dalam angkutan umum yang sempit 

(misa nya: sebagai akibat kcteledoran sopir menempatkan ban cadangan didalam .bem<?= 

! Kab g Angkutan Dishub Surabaya . 
. \ Ko pas Jatim, 28 Mei 2003. 
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Iyn atau banyaknya pengamen di dalam bus kota. Kenyamanan yang relatif lebih baik 

dia tara angkutan massal (kecuali taxi) adalah kereta api komuter Surabaya - Sidoarjo. 

Beberapa operator yang melayani transportasi publik kota Surabaya adalah: 

• Damri - pemiliklpengusaha 233 bus berijin (30 cadangan), 32 perusahaan 

swasta, yang sebagian besar merupakan pemilik - dengan jumlah sebanyak 167 

bus, 15 cadangan. 

• Trayek dan jumlah angkot, ada sekitar 400 bus berijin operasi di 27 trayek dan 

sekitar 4700 angkot berijin operasi di 57 trayek. 

• Trayek bus utamanya dirancang di koridor utara - selatan dan juga ke barat ke 

Tambak Oso Wilangun 

Keberadaan operator-operator yang ada, mencakup: (i). Tunggal: Pelayanan 

ri~ (ii). Tunggal:Perusahaan swasta tunggal~ (iii>.. Campuran:Damri/perusahaan 

sw ta tunggal; (iv). Campuran: Damri I banyak perusahaan swasta~ (v). Campuran: 

Ban ak perusahaan swasta. Keseluruhan jumlah bus yang diizinkan untuk lrayek bus kola 

rata ata 17, dan armada bus yang diizinkan operator swasta rata-rata 6 bus. Untuk 

men angkau kebutuhan masyarakat, pemerintah dan operator melakukan pelayanan 

mel lui bus kota. 

Ada tiga kategori pelayanan bus kota, yaitu: 

• Reguler: 11 trayek 191 bus berijin 

• Patas: 9 trayck 178 bus berijin 

• Patas A/C: 7 trayek 31 bus berijin 

Salah satu yang pcrlu mcndapat pcrhatian scrius dari pcmerintah adalah berkait 

dcng n kehadiran pasar tradisional. Kesemra\vutan dan lingkungan pasar yang jorok 

mcnj di sesuatu yang umum terlihat di pasar - pasar tradisional. Walaupun secara umum. 

aktifi as bcrbelanja warga kota sudah cukup terpenuhi kenyamannya karena munculnya 

bany k pusat perbclanjaan modem di Surabaya. Tetapi itu tidak berarti kenyamanan 

warg untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah bisa diabaikan begitu 

sUJa. Iial ini tclah mcnambah pcrsoalan untuk mcmperoleh kenynmanan dalam 
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per alanan. Angkot-angkot sering berhenti di depan pasar atau tempat-tempat publik 

se rtu perkantoran, mal/piasa untuk mendapatkan penumpang. Selain Angkot-angkot, 

tak i juga sering mengambil dan menurunkan penumpang tanpa memperhatikan 

araan lainnya. Ini hampir menjadi pemandangan keseharian yang dengan mudah bisa 

at saat melintas di pasar-pasar tradisional, sekolahan, atau pIasa/mal. 

Bagaimanapun pcrlu adanya penanganan sungguh dari pemerintah dalam 

me gatur sistem transportasi publik. Kebijakan di bidang transportasi publik tidak bisa 

dia ikan sebagai penggunaan otoritas negara oleh para pejabat publik dalam menentukan 

pili an langkah-Iangkahnya. melainkan juga harus dimaknai sebagai penggunaan 

rasi nalitas publik yang konsisten dengan rasionalitas kepentingan warganya. Artinya 

adal h kebijakan publik harus menngacu pada kepentingan nyata masyarakat dan tidak 

pad kepentingan pengusaha atau elite politik tertentu. Karena masyarakat yang menjadi 

sasa an kebijakan transportasi. Dalam konteks menjalankan demokrasi, kepentingan 

pub ik menjadi yang utama dalam menyusun agenda kebijakan. Kebijakan publik yang 

berl ngsung dalam tatanan politik yang demokrasinya hanya mencapai derajat demokrasi 

pros dural memungkinkan kelompok-kelompok tersebut sebetulnya berperan sebagai 

pen ntu kebijakan yang menguntungkan dirinya, namun secara resmi kebijakan tersebut 

ditu tut untuk kepentingan publik.-I . . .................... "'-, 

Dari hasil wawancara dengan "Kasie D'i'shub Kota Surabaya 'diperoleh data bahwa 

m lah transportasi publik seperti trayek (baru), meliputi: 

• Masalah utama: sistem satu arah. Sistem ini sangat tidak ramah terhadap 

pengguna angkutan umum. 

• Peningkatan kendaraankeildaraan angkutan umum yang kecil pada jalan­

jalan utama, dan tidak adanya pengembangan jaringan trayek bus kota. 

• Pcngembangan jaringan trayek angkot dan bus. 

-Ipu '0 Santasp, "Menata Sistem Transportasi: Mendekatkan Demokrasi Dengan 
Raky t:' .JurnaJ WCJCCJIlCJ, Insist, Yagyakarta, Edisi 19, Tahun 2005. 
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Sistem Penbraturan dan Perijinan cenderung bersifat kak~ rumit dan parsial, yang 

ta k dari: 

• Setiap kendaraan diizinkan untuk satu trayek selama lima tahun. 

• Beberapa operator pada satu trayek: sulit menyetujui perubahan. 

• Trayek-trayek yang terikat pada terminal. 

• Terlalu banyak kategori kendaraan, tingkat pelayanan, trayek yang 

dibawah wewenangwewenang yang berbeda. 

• Setiap kendaraan disebut dalam izin trayek. 

• Bus-bus dimiliki oleh 33 operator kecil (atau sendirisendiri untuk 

angkot). 

• Pengatur, pemilik, pengemudi, pengguna berkepentingan berbedabeda. 

Persoalan yang menyangkut trayek. dan sistem pengaturan dan perijinan telah 

men nggu sistem transportasi kota. Surabaya dalam dinamika keseharian terutama pada 

jam- am sibuk (pagi, tengah hari dan sore menjelang malan).jalan-jalan protokol ataujalan 

menuju arah permukiman di Selatan kota Surabaya dan Barat kota Surabaya benar­

macet. Kemacetan di Slii'abayatelahcukup mengganggu aktiviias ekonomi, politik 

dan osial budaya. Hal ini harus diantisipasi sedini mungkin supaya tidak telanjur 

menj di seperti Jakarta. Berbagai pihak mengusulkan pembenahan moda transportasi 

mass I berbasis rei sebagai jalan keluamya. 

Surabaya berbeda dengan Jakarta, yang sudah memiliki angkutan massal berbasis 

rei ( RL) yang bisa menjangkau semua kelompok masyarakat dan titik-titik padat bisa 

diata i dengan kehadiran KRL. Sedangkan Surabaya kereta komuter yang melayani 

traye Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Lamongan sebagai langkah awal untuk mengatasi 

perso Ian dalam transportasi publik. Tetapi bagaimanapun. masyarakat kota Surabaya 

belu mengandalkan transportasi publik yang ada sebagai pilihan moda angkutannya 

dala perjalanan kesehariannya. Warga kota Surabaya dan daerah sekitar Surabaya 

(Sido rjo, Gresik, Lamongan, dan Madura) masih memilih moda angkutan yang bersifat 

priba i. yaitu mobil dan motor. 
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Apakah masyarakat tidak tahu tentang adanya altematif transportasi publik yang 

diakses untuk melakukan peIjalanan? Pengembangan akses warga negara terhadap 

pel yanan publik didorong melalui kebijangan pengembangan transportasi yang memihak 

pad orang miskin. Mengingat perpolitikan dibalik pengembangan sistem transportasi 

ters mbunyi di balik berbagai teknikalitas dan dengan mudahnya terabaikan oleh 

heg moni teknokrat. maka pendidikan politik bagi para teknokrat merupakan permulaan 

yan harus ditempuh. Perlu ditumbuhkan kesadaran politik di kalangan para teknokrat 

bah a: (1) dibalik disain dan gam bar teknis yang ditawarkannya terpatri proses alokasi 

dan distribusi; (2) dibalik teori-teori ilmiah yang dijadikan dasar pembuatan kebijakan 

ters mbunyi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Pengembangan kapasitas negara 

dala mengelola kepentingan publik. untuk sementara, bisa dimulai dari elit strategisnya. 

Ada keengganan masyarakat untuk mengakses moda angkutan yang ada. 

Pen mpang menghadapi masalah, yang bisa diidentifikasi. sebagai berikut: 

• Kenyamanan yang rendah. 

• Kualitas kendaraan yang rendah. 

• Citra dan penampilan yang buruk. 

• Kualitas pelayan yang rendah (tidak dapat diandalkan, kapasitas 

kendaraan). 

• Tariftidak sesuai peraturan. 

• Kecepatan rendah. 

• Kualitas pe~alanan di bus (dan di terminal) yang rendah. 

Proscntasc aktivitas lalu lintas berdasar moda angkutan, menurut kategori kota di 

Indo csia sebagai berikut: 
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Prosentase Aktivitas Lalu Lintas Berdasar Moda (Menurut Kategori Kota) 

.. ~--:~ 

32% 31.9% 

--.' .. 
. -.-. 

50% 

(Surabaya masuk dalam kategori kota metropolitan) 

37 

Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari 50% masyarakat rnenggunakan 

pribadi untuk melakukan peIjalanannya. Mengapa hal ini terjadi? Apakah 

kota kurang tanggap terhadap moda transportasi yang mernbuat masyarakat 

, aman untuk menggunakannya? Membuat kebijakan transportasi publik yang 

pada paradigma transportasi berkelanjutan memang masih kurang mencerminak 

sosialnya (seperti kenyamanan, cepat, murah, aman dan bisa diakses oleh semua 

pok yang ada di masyarakat). Kebijakan yang ada masih memuat kepentingan 

. daTi kelompok tertentu'yang t~dakmudah·dibaca oleh publik karena:·kepada- ........ : ....... .. 

telah dihembuskan wacami-wacana yang mengecoh. Sebagai contoh, kepentingan 

pengusaha tidak mudah dipergoki manakana penak khalayak rarnai telah 

UIQ.;:par.all dengan konsep demokrasi sebagai interaksi segi tiga antara state, market dan 

iety (negara, pasar dan masyarakat). 

Sebagaimana diutarakan oleh Pemkot"Peran Pemkot adalah sebagai regulator 

dan Pemkot tidak berjalan sendiri, ada sisi swasta yang bekerjasama dengan 

~"r'l""··ntah, selama ini pcnyediaan transportasi yang nyaman, mungkin masih belum 

ip dari makalah seminar Kebijakan Transportasi Berkelanjutan, Direktorat Bina 
Transportasi Perkotaan, Dirjen Perhub. Darat,"Arah Kebijakan Subsektor 

T ...... '1"1. . Darat DalamUpaya Penghematan Penggunaan B8M Sebagai salah satu 
Implcmentasi Transportasi Berkelanjutan", Jakarta, 5 Juli 2006. 
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da at terpenuhi, karena pemerintah hanya regulator, kebijakannya saja.6 Lebih lanjut 

di mbahkan:"Nah sekarang saatnya untuk mulai mengakomodasi kepentingan 

m yarakat, ini arahnya kita akan menuju kearah operator seperti swasta, selama ini 

m. sehingga kenyamanan itu belum tercapai, selama ini kan menyangkut setoran ya, 

kita tidak busa ngasih subsidi karena kepemilikannya pTibadi." Ditambahkannya: 

a ambil contoh tarif, berdasarkan aturan daTi pusat. lni contoh, kita menentukan tanf 

sekian itu kita bahas dengan LSM, melibatkan perguruan tinggi, pengusaha dan 

ua unsure kita libatkan, dan user, itu daTi tarif. Menentukan trayeknya saja itu juga 

libatkan, dan masyarakat, pengusaha." 

PemeTintah mengalami kesulitan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

tran portasi puhlik, yang mencakup: 

• Terlalu banyak operator pada setiap trayek, yang membuat pengendalian rumit. 

• Pembagian trayek antar beberapa operator, dan sistem setoran, mengakibatkan 

tiadanya yang bertanggung-jawab atas pelayanan yang disediakan pada trayek. 

• Basis data dan perolehan informasi yang kurang, yang menghambat 

perencanaan, pengaturan. 

• Tidak ada yang bertanggung jawab atas pelayanan. 

• Tidak adanya satu bagian pemerintahan dengan tugas utama lihtukmemastikan 

penyediaan pelayanan bus yang layak dan efisien di Surabaya. 

• Izin trayek tidak membawa kewajiban menyediakan pelayanan, maka tidak 

bus. 

• Diketahui sebelumnya berapa ban yak bus yang akan muncul untuk trayek mana 

dan pada hari apa. 

Dalam konteks demokrasi pelayanan publik perlu dilakukan di bcrbagai sektor 

pela anan publik. Karcna pcngambilan kcbijakan publik yang sudah mulai melibatkan 

polit si yang berbasis afiliasi kepartaian, maka pengembangan kebijakan publik 

umu nya dan transportasi khususnya tidak semata-mata berbasis pada kepentingan 

(. Wa vancara dengan Kabid lisik dan prasarana Bappeko Surabaya. 23 Agustus 2006. 
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pa i, melainkan busa mengakomodasi dan menjangkau kepentingan seluruh warga 

tan a kecuali, termasuk warga yang difable dan warga manula. Untuk mengelola proses 

tra formasi kepentingan untuk berorientasi sistemik merupakan tantangan bagi para 

pe buat kebijakan di bidang transponas.i saat ini. 

Salah satu solusi yang dibuat oleh Pemkot Surabaya untuk mengatasi persoalan 

tran portais publik mengacu pada Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pel 'sanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini lebih merupakan 

asi yang dibuat demi menyenangkan investor ketimbang demi kepentingan publik. 

Pe res ini dikritik karena memberi kewenangan pada pemerintah untuk mencabut hak 

tana demi pembangunan proyek-proyek infrastruktur semacam monorail ini. Rencana 

pen gunaan Perpres 36/2005 ini dikatakan Wakil Ketua Komisi D (Pembangunan) 

Jatim Bambang Suhartono: "Kalau upaya musyawarah deadlock terus, Panitia 

(adalah panitia pembebasan tanah) Pemkot Surabaya 

jang n ragu-ragu menggunakan Perpres itu," katanya. Pemyataan senada dilontarkan 

Hid at, anggota komisi D dari PKB. "Saya sepakat dengan penerapan perpres itu. Kalau 

ngga' pakai itu, kapan selesainya pembangunan jalan?" ujamya, Sementara itu, tokoh 

mas rakat RT 2/RW 5 yang tinggal di antara penigaan Jalan Jemur Andayani hingga 

perti 'aan Jalan Siwalankerto mengadakan pertemuan membahas -rencana'pembangunan 

front ge road. Hasilnya, mereka sepakat menolak jika tanalinya digunakan.untuk.:proyek 

terse ut.7 

2. . ebijakan Transportasi Publik dan Kepentingan Masyarakat 

Permasalahan transportasi publik kota Surabaya menuju kesemrawutan. 

rem nahan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan dengan cara 

atasi bcroperasinya kcndaraan pribadi itu dilakukan olch hampir scmua Ncgara, 

mcrcka mcmpunyai pandangan dan pengalaman yang sarna, yaitu banyaknya 

aan pribadi yang bcroperasi di jalan bisa mcnimbulkan masalah lalu lintas berupa 

7 Jaw Pos, 19 April 2006. 
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acetan yang jauh lebih besar, di samping menyumbang besar terjadinya polusi udara 

suara. Untuk menangani masalah transportasi publik, sangat penting melibatkan 

m yarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Maksudnya adalah masyarakat sebagai 

guna dan sasaran kebijakan transportasi perlu memahami system transportasi 

ber elanjutan ini tjuannya dapat mengetahui dan mengawasi apakah pro!:,'Tam dan 

keb Jakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah berjalan pada arah yang seharusnya. 

Be ·tu juga pemerintah perlu memahami konsep ini agar dapat menyusun dan 

me erapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan system transportasi 

ber elanjutan, dan sektor swasta, pelaku busnis transportasi. Sektor busnis transportasi 

memahami bahwa penerapan system berkelanjutan akan dapat menjamin 

tere ptanya iklim usaha angkutan yang sehat dan berkesinambungan. 

Tidak hanya pemerintah yang menghadapi masalah dalam mengelola transportasi 

pub ik, ttapi juga operator/pengusaha menghadapi masalah: 

• Keuntungan yang rendah karena pembatasan tarif dan biaya-biaya yang 

meningkat. 

• Tidak ada kepastian kelaikan usaha. 

• Efisiensi yang rendah disebabkan penundaan lama di terminal. 

• Operator sebagai penyewa' bus; bukiln: operator bus. . ....... - •.. ;..: .... : ... . 

• Operasi dibatasi oleh sistem perizinan, beberapa operator pada satu trayek, dan 

berbagai pungutan liar. 

• Keuntungan yang menurun karena peningkatan kemaeetan. 

• Hampir tidak ada ruang untuk prakarsa trayek-trayek baru atau jenis-jenis 

pelayanan baru. 

• Operator sebagai penyewa bus, bukan operator bus 

• Keuntungan yang menurun karena peningkatan kemaectan. 

Dari pcnuturan pihak DPRD kota Surabaya, ada eara yang sudah ditempuh untuk 

men! gkatkan fasilitas dalam angkutan yang dikelola oleh oprator-operator (swasta):K 

I< Wa ancara 28 Agustus, dengan Ali Yaeub, Ketua Komisi B DPRD Surabaya. 
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"Oi pihak swasta, ada organisasi pemilik angkutan, ini yang kita ajak 
untuk sarna-sarna membangun masalah tansportasi. Oi Pemkot namanya 
BPTO, badan pengelola transpottasi daerah yang anggotanya unsur­
unsur pemerintah, NGO, Organda, Oishub kita ajak untuk rnembahas 
masalah itu, sering kita adakan pertemuan untuk membahas transpotasi. 
Hasilnya pentarifan, tarif taksi, bema atau mikrolet, Iyn, ijin trayek, itu 
kita survei dulu, liat kendaraannya, pangkalannya, perernajaanya itu di .. .,., 
slm ... 

41 

Selanjutnya infonnan tersebut menambahkan bahwa OPRD sudah berusaha 

unt k untuk membuat kebijakan berupa pengadaan trayek atau rute yang dibuat berdasar 

ke ntingan masyarakat yang kurang mampu ekonominya. Menurutnya:"Untuk masalah 

keb rpihakan pada masyarakat itu, kita pertimbangkan masalah tersebut, selama ini 

ken amanan ya seperti itu, kebijakan masih ke tarif, tepat waktu itu belum." 

Untuk memberikan pelayanan yang nyaman untuk masyarakat, Pemkot 

men hadapi masalah dana untuk keperluan mengembangkan infrastruktur. Selama ini 

jala itu tidak bertambah, padahal kapasitasnya terus bertambah, sehinggga menimbulkan 

kern cetan. Menurutnya: "Anggaran kita belum cukup, sekarang kita mengembangkan 

trati demand management, jadi berdasar manajement, konsepnya nggak mbangun, kaya 

reka asa lalu-lintas biar gak tambah macet, kayak di Jakata itu ada three in one, kita 

men emabngkan angkutan massal, untuk2007 kita membangun bus way, kita tenderkan, 

jadi elibatkan swasta, ada lelang.,,9 .' 

jalur lalu lintas kota Surabaya yang akan dijangkau oleh moda transportasi publik 

yang berdasar pada prinsip transportasi berkelanjutan bisa dilihat pada garnbar berikut. 

'J Wa\ 'ancara 28 Agustus, dengan Ali Yacub. Ketua Komisi B DPRD Surabaya 
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Kurangnya pcrhat ian lcrhadap mass transportlltion mcyebabkan kOla Surabaya 

macel ada titik-litik tcrtcnlu dan pada jam-jam Icrtcntu. Transportasi Illassa yang 

d iscdia -an mcngandalkan bus yang kapas itas dan kua litasnya tidak mcmadai . Pemerintah 

scakan menutup mala Icrhadap kcccndcru ngan seliap individu untuk mcmiliki mobil 

pribadi Pemerintah jU5tru mengakomodir supremasi transporiasi ' berbasis pemilikan 

mobil ribadi ini dcngan membangun jaringan tol di lengah kota . Sislcm transportasi 

massa crbasis kcrt;!ta api tidak dike mbangkan sebaga imana dilakukan di kota-kola 

metro litan di bc lahan dunia la in. lni arti nya. ie las bahwa pemerintah 

proyi l~s Ikabupat~nlkota di Indonesia sampai saat in i mcmposisikan diri sebagai are na 

pcmasa an mobi l dan sepcda motor dan sistem transportasi yang terbentuk. hanya lah 

kons~k ensi dad pcmanjaan Icrhadap pcmbe li dan pcngguna mobil dan sepeda motor. 

Pcrnyat an kebijakan dan visi untuk angkutan umum (seperti ke laikan usaha , prioritas 

bus, I nbatasan kcndaraan pribadi . ki ncrja lingkungan , pcrbaikan·perbai kan li sik; 

pcnmg tan pclayanan: sislcm tende r dan izi n baru, ada liga komponcn scbenamya. 

COSlum r alau masy;trakal. ada operator ilu pcngusaha dan pcmcrintah ). 
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Mernang posisi pernerintah sebagai regulator yang rnengatur kepentingan 

rna yarakat dan pengusaha rnasih lemah, begitu pengakuan Kasie Dishub Kota Surabaya. 

Le ih lanj ut ditambahkan bahwa: 10 

44Jadi sepertinya kan berbeda pengusaha prinsipnya untuk cari untung 
dengan biaya murah dan mendapat untung sebanyak-banyakya, 
prinsip rnasyarakat bagaimana dengan uang yang serendah rnungkin 
rnendapat fasilitas yang nyaman, nah fungsi kita menjaga itu agar ada 
keseimbangan sebagai regulator. Pengusaha kalau prasarana 100 
persen dari kita seperti jalan itu dari kita, sedangkan pengusaha 
rnengeluarkan samna sepeti kendaraan ijinnya yang kita keluarkan dari 
kita untuk melindungi pengusaha dan masyarakat. Perubahan 
mendasar dalam sistem perizinan. Proses tender untuk membagikan 
izin baru, dan prioritas bagi angkutan umurn." 

Pendekatan penzman sekarang ini merupakan rnasalah pelayanan angkutan 

urn rn yang rnendasar, dan bemkibat pada pelayanan yang buruk pada banyak trayek 

tidak ada pelayanan sarna sekali pada trayek-trayek lainnya. Bila diinginkan 

ikan dalam pelayanan angkutan umurn rnaka pendekatan perizinan harus d iubah 

memberikan tanggungjawab pada pengusahaloperator untuk rnenyediakan 

pela anan pada tingkat yang telah ditentukan pada suatu trayek tertentu. Menurut Dinas 

Perh bungan (Dishub) Jatim, terdapat sembilan" titik kemacetan di Surabaya yang 

me iliki traffic density ratio (rasio kepadatan lalu lintasffDR) sekitar 0,8. Padahal, lalu 

linta dikategorikan lancar apabila memiliki TDR di bawah 0,6 dan disebut macet total 

apab la TDR bemilai 1. TDR merupakan perbandingan volume kendaraan terhadap 

kapa itas jalan. Besaran TDR dapat diturunkan dengan cara rnengurangi jumlah 

kend raan atau rnenambah lebar jalan. Menurut Dishub Surabaya, pertumbuhan jalan tiap 

tahu hanya 0,5 persen, sedangkan perturnbuhan kendaraan mencapai 11 persen. 

nya biaya yang dirniliki pernerintah kota (pemkot) dibarengi dengan rnahalnya 

harg tanah di tcngah kota menyebabkan penarnbahan ruas jalan di scntra kemacetan 

rncnj di rnustahil dilakukan. Maka, yang tinggal hanya altematif menurunkan jurnlah 

kcnd raan dengan transportation demand management (pengaturan pennint~n 

1\1 W 'ancara dengan Kasie Dishub Kota Surabaya. 
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tra sportasirrOM). TOM dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya mengalihkan 

pen rgunaan moda transportasi privat ke moda transportasi publik. 

Oleh karena itu, Pemkot harus menyediakan altematif transport~i massal yang 

bai . Secara umum, moda angkutan massal darat ini dapat dibagi menjadi moda berbasis 

jala raya dan berbasis reI. Angkutan rnemiliki dampak yang sangat besar terhadap 

kes hatan dan keselamatan. Kendaraan-kendaraan bermotor bertanggung-jawab terhadap 

70° polusi udara di banyak kota-kota besar dunia. Oi seluruh dunia terdapat lebih dari 

00 orang yang tewas dalarn kecelakaan lalu lintas dan 50 juta rnenderita luka parah. 

Pen ing dikemukakan disini untuk mendapatkan garnbaran bahwa sebenamya di sebagian 

bes negara sedang berkembang, lebih dari 60% korban kecelakaan lalu lintas adalah 

para pejalan kaku dan pengguna jalan lain yang rentan. Perjalanan sangat aman di 

tern at-ternpat yang banyak rnenyediakan angkutan kota dan fasilitas untuk pengendara 

sepe a dan pejalan kaki. Perencanaan angkutan dapat dilakukan dengan lebih baik jika 

atkan masyarakat yang menjadi sasaran perencanaan tersebut. Transparansi dan 

asi yang terbuka juga membantu untuk mencegah praktekpraktek korupsi yang 

me gikan orang banyak. Perencanaan angkutan secara tradisional tidak melibatkan 

mas. arakat dan beranggapan bahwa itu adalah tanggung-jawab pihak-pihak yang 

berk mpeten. Namun di seluruh penjuru dunia, kini makin banyak organisasi masyarakat 

yang menyadari bahwa merekamampu dan harus ikut bertindak. Sudah terlalu banyak 

rene na yang didominasi oleh proyek-proyek besar yang mahal. Sedangkan di Indonesia, 

pejal n kaki, maupun pengguna moda becak dan sepeda kurang mendapat tempat di jalan 

rava. 

Bcrkailan dcngan paradigma kebijakan transportasi bcrkelanjutan intinya adalah 

mew ~udkan transportasi yang am an, nyaman, murah bagi masyarakat dan adil. Hal ini 

mcru akan kebijakan yang membutuhkan biaya yang rendah dan melakukan pembatasan 

terha p bent uk angkutan yang mahal seperti mobil pribadi. Dengan melakukan 

pcmb tasan tcrhadap mobil dan sepeda motor dan mcngcnakannya dcngan biaya 

hnya, maka kOla-kota bcsar mampu mcnghindari atau mcnunda timbulnya 

han akan jalan-jalan yang mahal dan dapat tcrus mcmpcrtahankan adanya 

peng unaan tinggi angkutan kola yang bcrbiaya rcndah, kcgiatan bcrjalan kaki dan 
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me gendarai sepeda. Untuk bisa mengambil tindakan, masyarakat harus memahami 

ke uatan yang selama ini mendorong prioritas angkutan ke arah yang salah. Mereka 

me butuhkan argumen yang kuat serta informasi untuk mematahkan segala mitos yang 

me dukung proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan yang justru merusak. Proposal­

pro osal yang merusak tidak akan mampu melawan kajian yang kritis. Dalam 

per ncanaan angkutan, kecuali suara disampaikan oleh dari masyarakat lokal (terutama 

miskin), pejalan kaki, penumpang bus dan pengguna kendaraan tak bermotor maka 

han a suara pengendara motor, truk dan mereka yang memiliki busnis besar saja yang 

aka didengar para pembuat keputusan. 

Pemkot Surabaya terus mematangkan rencana operasi kereta monorail yang 

dia ggap busa mengatasi persoalan kemacetan di kota itu. Proyek Monorel Surabaya 

aka Gunakan Perpres 36/2005. Berdasarkan konsep pemkot soal pembenahan 

tran portasi masal 2006-2010, pembangunan frontage road Jalan A. Yani tetap 

me mpati prioritas pertama dan akan digarap paling awal. Setelah itu, akan diikuti 

pen operasian busway. Baru kemudian, kereta monorail akan menyusul. II Monorail oleh 

Kep la Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Tri Siswanto dinilai punya 

seju lah keunggulan misalnya pelaksanaannya mudah dan masa penggarapan konstruksi 

relat f cepat. Selain hu, untuk jalur tidak perlu menutup total ruang di bawahhya, tingkat 

polu i rendah, dan dari segi keamanan juga relatif nyaman, karena tidak ada persilangan 

lalu intas. Dalam desain awal yang dibuat Pemkot, jalur monorail di kota ini nantinya 

akan melintas mulai Bundaran Waru hingga Tanjung Perak dengan panjang trayek sekitar 

25 k lometer. Ada 18 halte yang bakal dibangun di sepanjang jalur tcrsebut yaitu, di 

Wa , di de pan Alfa A. Yani, depan Dolog, Polda, Giant, Wonokromo, Terminal 

Joyo oyo, Taman Bungkul, SMA Santa Maria, Pandegil1ng, Hotel Hyatt, Pla7.a 

Tunj ngan, Siola, Tugu Pahlawan, JMP, Rajawali, Jalan Jakarta, dan Ujung (Tanjung 

Pera 

Dengan semakin tinggi mobililas kendaraan bermolor. tanpa di imbangi 

infra truktur jalan raya yang memadai malah menimbulkan kemacetan luar biasa. Pola 

peng mbilan kebijakan transportasi yang tcrlalu menganakemaskan jalan daral, justru di 

II .Ia\ a POSt 16 April 2006 
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pak i oleh orang-orang tertentu untuk menguatkan lobi-lobi ekonomi demi meraih 

keu tungan semata. Surabaya dan kemacetan merupakan saudara kandung. Solusi-solusi 

tran portasi yang ditawarkan oleh pemkot tidak pemah memberikan jalan keluar. justru 

me ·mbulkan polemik dan kontra produktif dengan kepentingan masyarakat. Jumlah 

ang utan umum yang melayani trayek dalam Kota Surabaya saat ini dirasakan sudah 

terl u banyak. Jika kemungkinan penambahan angkutan umum dibuka. maka lebih baik 

ditu ukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan 

ping riran kota. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sub-Dinas Angkutan Darat Dinas 

Perh bungan. adanya konflik antara moda bennotor dan tidak bennotor. Konflik antara 

perj lanan kendaraan bennotor dan tidak bennotor terutama sangat parab di Asia dan 

neg a berkembang karena kurangnya jarangan jalan yang saling berhubungan di tingkat 

seku der serta tertier yang akan memungkinkan kendaraan berkecepatan rendah untuk 

~ati jalan arteri utama. Akibatnya, perjalanan jarak pendek tidak bennotor lebih 

tung pada jalan arteri utama dan bahkan lebih banyak jalan raya antar kota di 

nega a itu daripada di negara maju. Membatasi daripada mengakomodasi perjalanan jarak 

pend k kendaraan tidak bennotor di kota-kota Asia telah menuntun pada penurunan 

drast s sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan tidak bennotor ke tingkat di 

baw h negara-negara Eropa dan-Jepang. 

Di beberapa negara tidak hanya isu tentang apa~ah NMVdiijinkan pada jalan 

biasa tapi juga ada isu tentang apakah sepeda motor dan moped diijinkan ada di jalur 

scpe a. Bahkan Belanda dan Belgia mengijinkan sepeda motor di beberapa jalur sepeda. 

Cina, Malaysia, dan kota-kota lain melarang sepeda motor di beberapa jalan utama, dan 

mem ksa mereka menggunakan jalur sepeda. Dengan penggunaan sepeda elektrik yang 

serna ·in meningkat di Cina, ini adalah isu yang semakin berkembang. Cina saat ini 

berus ha memutuskan apakah sepeda elektrik harus beroperasi di jalur sepeda atau jalur 

lalu I ntas nonnal. Saat ini, pertimbangan itu bervariasi dari pelarangan langsung di pusat 

Wuh n kc kebimbangan di Beijing dan penggunaan jalur sepeda di Shanghai. Kuala 

Lum r. Malaysia. punya jaringan ekstensif fasilitas sepeda dan sepeda motor yang 

salin berbagi. Kecepatan sepeda motor cenderung melewati pengendara sepeda biasa 

tapi alas kccepatan. standar desain yang mendukung kecepatan lambat. dan 
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pen endalian emisi serta suara pada sepeda motor paling tidak dapat menyelesaikan 

ik antara kedua moda tersebut. 

Pihak Pemkot Surabaya. Aehmad Husein mengatakan: "Kalau ada permintaan 

mas arakat dari pinggiran kota Surabaya, bukan tidak mungkin angkutan umum dengan 

tray k yang melayani daerah mereka akan diadakan. II katanya. Daerah pinggiran kota 

yan berkembang menjadi kawasan permukiman antara lain Kenjeran. Lakasantri. dan 

Kar ng Pilang. Jika angkutan kota baru diadakan di daerah tersebut. maka kebutuhan 

mas 'arakat terhadap angkutan umum dapat dipenuhi. Husein menambahkan, selama ini 

kem eetan di kawasan tengah Kota Surabaya antara lain disebabkan oleh meningkatnya 

juml h kendaraan yang melintas di jalan. Jika angkutan kota ditambah jumlahnya. 

dipa tikan kemacetan akan bertambah parah. Pasalnya. sekarang saja pertumbuhan 

pras rana jalan raya tidak seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor. 

Pemberian Ijin Trayek 

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32/2004 tentang Otonomi 

aerah dimana salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah 

abupatenlKota adalah wewenang pengaturan pajak dan retribusi daerah. Tentu 

t ~uan utama dari kewenangan ini untuk mendatangkan_ Pendapatan Asli Daerah 

( AD) sebanyak-banyaknya. 'Sejalan denbran itu seila mencbisarkan padaPasal 57 

epMenhub No.35 Tahun 2003 maka tiap-tiap daerah berwenang untuk membuat 

P rda tentang perijinan trayek. Namun hal ini kadang malahan membuka peluang 

u tuk teljadinya KKN dibidang perijinan trayek tersebut. Permasalahannya 

d sebabkan ketidakseragaman rnctode pcngaturan antar satu daerah dengan daerah 

. n. Dua prinsip yang dianut olch Dishub dalam pcncntuan trayck baik secara terbuka 

upun tertutup (penunjukan) sarna rnudahnya rnembuka peluang untuk terjadinya 

lusi dengan pelaku usaha. Walaupun dalarn setiap pernbelaanya selalu diaktakan 

b hwa telah diadakan survei terlebih dahulu terhadap jalur trayek yang baru atau yang 

a an ditambah. Kemudian hasil survei ini baru akan dipublikasikan kepada urnum 

te tang trayek yang rnasih terbuka dan yang tertutup scrta jumlah annada dan rute 

y ng ditempuh. Fenomcna scpcrti ini inilah yang mendorong YLKI taun 2004 lalu 
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un uk melakukan penelitian di tujuh kota wilayah Jawa Tengah dengan spesifikasi 

ob ek penelitian yang beragam. Obyek ini meliputi biaya atau pengeluaran untuk izin 

an kotlangkudes oleh PemkotIPemkab sendiri, perpanjangan IT (ijin trayek) oleh 

Pe kotIPemda sendiri, IT AKDP oleh LLAJR Propinsi, perpanjangan ITlkartu 

pe gawasan dan jam perjalanan oleh LLAJR Provinsi dan pengurusan persetujuan 

pa uyuban.12 

Penambahan trayek secara asal-asalan tentu tidak memecahkan masalah. 

na sebagaimana bisa dilihat dalam kenyataan yang ada bahwa trayek yang ada­

yani rute Ujung Barn - Jembatan Merah (Iyn K) itu trayek yang paling pendek 

trayek angkutan yang ada di Surabaya, tetapi tarif yang ditetapkan oleh Organda 

a dengan yang lain. seperti Iyn C. Padahal jalur ini bisa dilalui dengan bus kota, 

teta i karena tidak mampunya Pemkot membaca panjang' rute, menyebabkan 

m arakat dirugikan. Ada konsekuensi dari penambahan armada dalam satu jalur 

atau pembukaan trayek baru yang bersinggungan itu adalah memunculkan 

ik horisontal maupun vertikal. Konflik horisontal terbangun antara sesama 

pen emudi yang berada di rute yang sarna atau yang bersinggungan, terutama antara 

kel mpok sopir lama dan kelompok sopir· barn. ·Masalahnya adalah kelompok sopir· 

lam merasa lahan pencarian ·uangnya diserobot oleh kelompok sopir baru. Jangankan . 

ada penambahan armada, sedangkan dalam kondisi status quo saja pendapatan 

mer ka amat rendah. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara sopir dengan Dinas 

Per ubungan, umumnya sopir mcnuntut Dinas Perhubungan mencabut keputusan 

bar ya itu. 

I!Baca ebih lanjut, Tulus Abadi. Fakta Buruknya Transportasi Publik di Indonesia, 
.Jurnal acana, Insist, YOb'Yakarta, Edisi 22, Tahun VI. 2005, h.115-124. 
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Periode penerapan izin trayek diusulkan untuk masa tiga tahun, yang 

mengatur hal-hal berikut: (i) Trayek (termasuk jalan yang digunakan, terminal, 

tempat berhenti, dan variasi-variasi yang diperbolehkan), (ii)Tarif pelayanan, (iii) 

endaraan (jenis kendaraan yang diperbolehkan, jumlah minimum kendaraan yang 

arus tersedia), dan (iv) Syarat-syarat lain (operator wajib menyerahkan data secara 

eratur. Sanksi-sanksi yang dapat diterapkan untuk kegagalan memenuhi kriteria­

riteria dalam izin, Kuasa DLLAJ untuk memberikan perintah kepada operator 

8anyaknya jumlah kendaraan dalam satu jalur juga membuat tidak adanya 

arak peljalanan antara kendaraan satu dan berikutnya, dalam satu menit yang sarna 

da tiga sampai lima armada di titik yang sarna. 8anyaknya jumlah armada di satu 

ihak dan tidak adanya pen urn pang di pihak lain itu kemudian yang mendorong para 

opir ngetem (berhenti menunggu penumpang) terlalu lama di setiap titik yang 

ipandang potensial ada penumpangnya. Angkot yang berhenti untuk mendapatkan 

numpang (ngetem) itu berakibat pada tiga hal: menimbulkan kemacetan, 

I engganggu pengguna jalan lain (termasuk potensial menimbulkan kecelakaan), dan 

elahirkan tindak pungutan liar yang dilakukan oleh premen. Makin banyaknya 

reman di setiap titik itulah yang kemudian menciptakan beban baru pada sopir, sopir 

iburu untuk mengejar setoran sehingga keselamatan dan kenyamanan penumpang 

iabaikan. Yang pelru mendapatk~m perhatian lebih dari .. pemerintah adalah dalam 

mbuatan tayek atau ijin angkutan perlu dipertimbangkan .'>lIpp~\' and demand Ada 

rtimbangan teknis scperti jalannya memenuhi syarat atau tidak, ada penolakan dari 

asyarakat. Faktor-faktor sosial perlu juga dipertimbangkan, misalnya dalam 

mbutan trayek mikrolet perlu diperhitungkan apakah di jalur yang akan dilalui 

ikrolet juga dilalui becak, jika trayek mikrolet diperpanjang dan tidak 

empedulikan keberadaan pengendara becak akan menimbulkan banyak protes dari 

Wajah kcsemrawutan dalam mengelola transportasi publik di Surabaya tidak 

Icpas dari tcrbatasnya partisipasi masyarakat, pelaku transportasi seperti supir yang 

b rada dalam trayek tcrsebut, maka kasus-kasus over supply terjadi. Sebab para 

s pirlah yang paham tcntang potensi penumpang sehari-harinya, sehingga dapat 

m 'mpcrkirakan tcpatnya dilayani oleh bcrapa armada. Bahkan mcreka hafhl betul di 
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ana titik-titik lokasi dan sekaligus jam-jam yang potensial penumpang. Survey 

numpang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, pakar, atau konsultan memang 

rguna untuk membantu mempermudah analisis, tapi kurang representatif karena 

anya dilakukan sehari saja. Sedangkan kalau pengalaman sopir itu mereka bangun 

etiap saat. 13 Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut sangat 

ompleks namun dalam daerah penelitian rata-rata mempunyai kecenderungan sarna 

ntuk terjadinya biaya yang besar dalam pengurusan ijin trayek padahal secara resmi 

ngat kecil. Pennasalahan itu diantaranya adalah pertama adanya praktek KKN 

erupa pungutan tidak resmi dibidang perijinan trayek yang melebihi ketentuan resmi. 

edua, pungutan tidak resmi ini dikemas dengan sangat sistematis dengan 

enggunakan pola yang berbelit, adanya kesombongan pengusaha angkutan yang 

erlomba-Iomba memiliki angkutan yang banyak dan tidak transparasinya jumlah 

ngkutan. Ketiga, pungutan Inl dijalankan secara bersama-sama dengan 

abupatenlkota lain. Padahal pengusaha semestinya tidak perlu mengeluarkan biaya 

rsetujuan dari kabupten yang dilewati trayeknya namun tetap ditarik dan bahkan 

aiayanya sangat tinggi: keempat, pungutan di luar ketentuan resmi ini sangat sulit 

s kali dibuktikan. sebab pengusaha masih merasa dibantu dan diuntungkan. lronisnya 

s mua dilakukan dengan azas··kepercayaan sehingga tidak perlu'adanya tanda bukti. 

~ alupunkadang mengguankan jasa calo. 14 

Langkah yang dapat ditempuh untuk mengeliminasi mahalnya lJIn taryek 

y itu: pertama dengan melakukan pemangkasan birokrasi pcrijinan~ kedua, 

k sejahteraan pegawai untuk lebih ditingkatkan lagi~ ketiga, system perijinan ini 

d alakukan secara berimbang dan keempat adanya trasnparansi dari pemerintah 

s ndiri dalam kebijakan perijinan seperti ini. Apabila langkah pcrbaikan ini bisa 

d . alankan secara konsisten oleh semua pihak maka akan ada perbaikan system 

t nsportasi dimana konsumen nantinya yang akan lebih terlayani secara maskimal. 

I~ Da aninbrtyas, Membangun Partisipasi Publik dalam Pcrcncanaan Transportasi Kola. 
oaha workshop tentang Manajemen Angkutan Modem yang diselenggarakan oleh 
Pelan ,i. Jakarta, Hotel Cemara tanggal 20 November 2003. 
141bi . 
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ukan seperti sekarang ini konsumen harus membayar dengan ongkos yang cukup 

ahal namun pelayan tidak sebanding. 

Tentang lIji KIR 

Kendaraan sebagai moda transportasi tentunya harus dirawat dan dipelihara 

edemikian rupa, sehingga setiap bagian mobil akan berfungsi baik mesin, rem, 

emudi, ban, lampu dan verke/jer, slwck ah.'wrber. kaca sepion, sabuk pengaman dan 

lat-alat mobil. Pengltiian ini atau yang dikenal dengan uji KIR harus dilakukan 

eeara berkala sehingga persyaratan laik jalan yang ditetapkan dalam Pasal 127 PP 

o. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dapat terpenuhi. Ada dua hal 

• ang diatur dalam pasal tersebut yaitu: Pertama, Kendaraan bermotor harus 

cmenuhi am bang batas laik jalan, yang meliputi : gas buang, kebusingan kendaraan, 

tisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, tingkat 

ara klakson, kemampuan pancar sinar lampu utama, radius putar, alat penunjuk 

ecepatan, kekuatan unjuk dan ketahanan ban luar, dan kedalaman alur ban luar. 

edua, untuk kendaraan tertentu sesuai dengan peruntukannya. Menteri dapat 

enetapkan am bang batas laik jalan kendaraan bermotor selain ketentuan dalam ayat 

( ) diatas. 

3. ksesibilitas Masyarakat terhadap Transportasi Publik 

Pelayanan angkutan publik buruk bisa dilihat dari: (i) tingkat pelayanan rendah 

(yan meliputi waktu tunggu tinggi, lamanya waktu perjalanan, ketidaknyamanan dan 

anan didalam angkutan umum)~ (ii) tingkat aksesibilitas rcndah (busa dilihat dan 

banyaknya bagian dari kawasan pcrkotaan yang belum dilayanan oleh angkutan 

umu ,dan rasio antara panjang jalan di perkotaan rata-rata masih dibawah 70%, bahkan 

diba\ 'ah 15%-terutama di kota metropolitan, kota sedang, menengah dan (iii) biaya 

tingg. Biaya tinggi ini akibat dan rendahnya aksesibilitas dan kurang baiknya jaringan 

pelay nan angkutan umum yang mengakibatkan masyarakat harus melakukan beberapa 
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kal perpindahan angkutan umum dari titik asal sampai tujuan, belum adanya keterpaduan 

sist m tiket, dan kurangnya keterpauan moda. Kondisi ini mengakibatkan biaya yang 

har s dikeluarkan untuk menggunakan angkutan umum yang jumlahnya jauh lebih besar 

dib nding dengan biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan angkutan pribadi, 

se ni sepeda motor atau mobil. 

Pemerintah kota Surabaya mulai mencontoh Jakarta menempuh kebijakan BRT 

(po uler disebut busway). HWiWay adalah sistem angkutan massal bus dengan jalur 

terd dikasi gun a memberikan tingkat mobilitas dan kenyamanan yang tinggi dengan 

bia rendah.Bus way dipilih sebagai salah satu upaya penyelesaian problem lalu lintas di 

Jak rta karena proven implementation, biaya efisien: US$ t -1 0 juta, kapasitas setara LRT 

- 3 000 penumpangljam/arah, dan tingkat pelayanan yang tinggi. Beberapa Negara yang 

tela berhasil menjalankan bus way adalah Negara-negara di Amerika Latin seperti 

Bog ta (Columbia), Sao Paulo, Porto Alegre dan Curitiba (Brasi)).15 Sementara itu, 

jaringan jalan yang ada menunjukkan adanya dominasi pergerakan lalu lintas arah 

-Sselatan, sedangkan arah Timur-Barat belum memiliki akses secara langsung. 

at dari kualitasnya, dari seluruh jalan yang ada di Surabaya, kondisi jalan yang baik 

50,7 0, sedang 29,15%, kurang 20,10%, dan untuk kepadatan jalan, secara umum cukup 

tin I i. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio v.olume terhadap kapasitas yaitu sebagian 

besa ruas jalan menunjukkan'derjat kejenuhan lebihdari 0 ,8,terutama terlihat pada ruas 

jala di tengah kota yang menunjukkan terjadinya kejenuhan tersebut. Angkutan umum 

perk taan yang ada tclah menjangkau scbagian besar wilayah kota, mcliputi 57 trayek 

deng n jumlah moda angkuta 4.684, 14 trayek bus non patas (431 armada bus kota), 8 

traye' patas AC, armada taksi 3.540, dan 1178 angguna. Keberadaan sarana angkutan 

umu terscbut didukung dua terminal Tipe A, yaitu terminal Purabaya (Bungurasih), dan 

term nal Tambak Osowilangun, yang masing-masing melayani perjalanan keluar dan 

mas . kota Surabaya, serta terminal Bratang yang lebih kecil, terminal Joyoboyo yang 

meru akan terminal transportasi dalam kota. 

aningtyas, Dilema Proyek Bus Way, Kompa!' 2004. 
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Untuk jaringan kereta api, stasiun Gubeng merupakan stasi un utama untuk 

wil yah Timur (Pasuruan sampai Banyuwangi), Selatan (malang sampai Blitar), dan 

Ba at (Yogyakarta, Solo, Bandung, dan Jakarta). Sedangkan stasiun kereta api pasar Turi 

ad ah stasiun kedua yang melayani wilayah Barat melalui jalur utara (Semarang­

Jak rta). Selain itu, Surabaya mempunyai pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini 

me ayani hubungan antarpulau. Kota Surabaya memiliki akses yang cukup ke Bandara 

Secara keseluruhan permasalahan prasrana dan sarana transportasi kota Surabaya 

cuk p banyak, diantaranya adalah buruknya layanan angkutan publik. Hal ini terlihat dari 

ken ataan penumpang yang naik kendaraan berdesakan sehingga tidak nyaman dan 

raw nkejahatan. Data Dispenda tahun 2002, memperlihatkan jumlah pengguna kendaraan 

pri di kota Surabaya lebih tinggi dibandingkan angkutan public, dan jumlah masing­

rna 'ng jenis kendaraan juga cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir ini. 

Se ngkan pertumbuhan jalan relative tetap, kondisi ini berpotensi memacetkan lalu 

lint s. Setelah bus way. Pemkot berencana untuk mengembangkan proyek pembangunan 

mo orail ini sendiri ditarget selesai tahun 2010. Proyek ini rencana akan dimulai awal 

200 .1(, 

Dengan kerumitan masalah dalam··tninsportasi· pUblik;" kineIja sinergis antara 

Pem 'ot, swastalpengusaha (operator) dan masyarakat perlu ditingkatkan. Peristiwa 

beb rapa waktu lalu, dengan mogoknya supir Damri telah menimbulkan kemacetan di 

sepa ~angjalan A.Yani. dimana para supir Damri dengan sengaja memarkir bus-bus kota 

berj 'ar tiga dan hampir menutup seluruh jalur A. Yani. Hal ini sangat menganggu 

pem kai jasa transportasi Damri, dan yang pasti mcnimbulkan kcscmrawutan. 

Men 'hadapi kenyataan dcmikian, Pemkot Surabaya mencoba untuk mcncabut ijin trayck 

bus amri dalam kota jika melakukan pemogokan serupa. Hal ini ditegaskan Bambang 

DU, sebagai Walikota Surabaya menanggapi unjuk rasa ratusan sopir dan awak bus 

Dam . yang enam hari ini mengakibatkan terganggunya layanan transportasi di kota 

1(, Te po Interaktif 17Apri12006. 
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Su abaya. "Selama trayek itu masih dalam kewenangan kita, kita tidak akan ragu 

me eahut ijin trayek bus-bus yang tidak memenuhi syarat," kata Bambang DH.17 

Sikap Walikota Surabaya ini menegaskan pemyataan Wakil Walikota Surabaya 

seb lumnya yang juga menyatakan ketidakraguannya meneabut ijin trayek bus Damn 

rut dalam kota. Selain karena telah enam hari mengakibatkan terganggunya layanan 

tra psortasi di kota ini, pencabutan trayek juga merupakan puncak kekesalan Pemkot 

Sur baya atas kondisi bus Damri dalam kota yang dianggap sudah hohrok. Memang 

ket 'a Surabaya sudah mulai berkembang pesat dengan berbagai moda angkutan, justru 

as k-aspek sosial politik yang ada dalam menjalankan kebijakan transportasi publik 

. adi terbengkalai. Muneulnya pemogokan supir angkutan non Damri saat kenaikan 

har a BBM beberapa waktu lalu telah merugikan pengguna jasa angkutan tersebut yang 

tak ain adalah masyarakat. Surabaya telah banyak berubah, dan terus tumhuh menjadi 

metropolitan, seperti tak ingin ketinggalan dengan Jakarta, kota ini telah 

me etamorfosis menjadi lahan manis bagi setiap pendatang 

Proyek besar akan selalu makan korban. korban dari proyek besar adalah orang 

keei . Orang miskin. Proyck semaeam ini juga sering dieitrakan atau digambarkan seolah 

seb gai proyek demi kepentingan umum. Namun jika dieerrnati, justru selalu ada 

intir pihak yang diuntungkan dengan mengueumya trilyunan rupiah untuk operasi 

pro k. Pertanyaannya adalah: apakah pembangunan monorail atau scjcnisnya adalah 

ben r-benar demi kcpcntingan umum? Siapa yang akan menikmati hasilnya? Apakah ada 

ruan ' Jagi untuk Pengamen? Asongan? Tukang parkir? Siapakah yang lebih diuntungkan 

proyek-proyek berskala besar ini? Jika Pcrpres 36/2005 benar-benar akan 

akan, kita scmua busa tahu apa yang akan terjadi pada para pemilik lahan di tempat 

Dengan demikian, aksesibilitas masyarakat pada Transportasi publik terkait 

n pertumbuhan penduduk dan fenomena pesatnya urhanisasi juga membuat pola 

trans rtasi massal menjadi berubah. Hal ini dapal dilihat dari bertambahnya permintaan 

17 Su rasurabaya.net, 14 Agustus 2006. 
I~Pr ek Monure! Surabaya akan Gunakan Perprcs 36/2005, lIpll1lk@lIplink.(}r.;d~ 
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tra ek atau ijin angkutan dan semakin banyaknya penumpang. Akan tetapi yang menjadi 

m alah adalah transportasi massal yang diterapkan di Surabaya terkadang tidak efisien. 

Ma yarakat harus berpindah-pindah angkutan bila hendak menuju satu tujuan tertentu. 

atnya hal ini mengakibatkan bergesemya keinginan masyarakat untuk menggunakan 

ken araan umum beralih menjadi kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dianggap lebih 

mu ah dan mempercepat waktu. Namun dampak dari semakin bertambahnya kendaraan 

adi ialah semakin membuat kota surabaya menjadi macet dan polusi. 

Pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala atau masalah-masalah transportasi 

yan ada selama ini dengan cara mulai melakukan inivasi-inovasi karena selama ini 

pe erintah tidak bisa memperlebar atau memperpanjang jalan melainkan hanya 

perbaiki saja oleh karena itu pemerintah mengembangkan inovasi-inovasi berupa 

l!embangkan jembatan ring-road. atau pada tahun 2009 akan -ada Busway. 

erintah membuat kebijakan tersebut masih terbentur masalah dana akhimya 

rintah membuat Traffic Demand Management. jadi berdasarkan permintaan yang 

atkan masyarakat. Traffic Demand Management adalah sebuah konsep yang 

men mpatkan pemerintah tidak untuk membangun tetapi menjalankan fungsi rekayasa 

lalul nlas, dengan tujuan mengurangi kondisi kemacetan pada titik-titik tertentu di jalan 

raya di Jakarta kebijakan itu direalisasi dalam three in one. 

Dalam konsep ini pemerintahjuga rrielibatkanswasta dengan cara mentenderkan·· 

den n cara di lelang yang tentunya masyarakat yang mampu dan swasta dapat berperan. 

Pem rintah akan membahas badan pengelolah bagaimana dan pcnarifannya bagaimana 

dan emerintah juga melibatkan konsultan yang memutuskan bagaimana dan mencari 

peng lola yang tepat yang dapat Pemkot dapat berperan juga. Pemerintah kota Surabaya 

unyai banyak konsep seperti pengembangan walergrOlll1d city seperti bis air. Tapi 

pengambilan kebijakan pastia da dampak negatifnya contohnya busway. faktor 

sosla yang paling nampak, pemerintah akan berbenturan dengan sopir-sopir angkutan. 

pcmi ik angkutan umum yang ada yang berhimpitan jalumya dengan busway. dan juga 

pemi ik lahan. Tetapi pcmrintah berpikir tentang transportasi yang bcrkelanjutan dan 

kede an. dengan danya busway sopir-sopir angkutan dirangkul untuk menjadi sopir 

busw y namun memang tidak semua. mungkin dialihkan dijadikan angkutan pengumpan 

agar erinlegrasi. 
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4. ubungan Negara, Masyarakat dan Kapital dalam Transportasi Publik 

Di dalam perkembangan sejarah moda angkutan di Surabaya berdasarkan semakin 

ban aknya kebutuhan masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain. Yang 

mu h,aman dan eepat dari sinilah timbullah moda angkutan yang untuk efisiensi yang 

me arah ke moda ngkutan masal seperti bemo, bajai, bus kota dan taksi. Moda 

ang utan massal ini dianggap lebih rendah beaya oprasinya dibanding kendaraan pribadi. 

Dal m perkembangan moda transportasi ini tidak luput dikarenakan kemajuan atau 

peni gkatan ekonomi masyarakat. Semakin tingginya tingkat ekonomi mayarakat maka 

pem lihan moda transportasi semakin baik. Misalnya ketika orang yang tingkat atau 

kern mpuan ekonominya rendah atau biasa saja eenderung akan lebih memilih beeak 

atau bus, tetapi bagi kelompok masyarakat yang menengah ke atas atau kemampuan 

eko ominya meningkat, eenderung akan memilih taxi sebagai moda angkutannya atau 

men J unakan kendaraan pribadi, yang dianggap memberikan kenyamanan dan mobiotas 

seea a penuh dalam 24 jam sehari dan lebih eepat. Hal seperti ini yang perlu mendapat 

tan apan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentang moda angkutan 

yan ' nyarnan,aman dan dapat dijangkau seeara ekonomi oleh kelompok masyarakat yang 

mampu. 

Pemerintah sebagai regulator juga berkepentingan- untuk:memberi subsidi pada 

trans ortasi publik. Menurut penjelasan Kabid transportasi kota Surabaya: 

"Di negara maju tepatnya angkutan masih di subsidi jadi tidak ada 
angkutan umum yang bisa hidup dari pendapatannya keeuali taksi. 
Kalau seperti bemo, mikrolet, bus kota itu masih di subsidi oleh 
pemerintah .... mengurangi itu kernarin ada kebijakan pajaknya 
diturunkanjadi bcrbedajauh bea balik nama angkutan dengan kendaraan 
pribadi sclisihnya eukup segnifikan, dan hal itu bentuk dari pemerintah 
mengurangi bea operasi kendaraan. Mclakukan istilahnya rerlile 
Surabaya agak terlambat, penataan jaringan trayek ada itilahnya dulu di 
jalan Ngagel banyak pabrik karena dilihat dari efisiensi perusahaan, 
perusahaan banyak di relokasi dalam propensi ini ke Ngoro. ke Gresik 
akhirnya mcrubah pennintaan tadinya sekian ratus sekarang dengan 
hilanbrnya pabrik-pabrik itu ada perubahan rute perjalannan angkutan 
umum. Terus scharusnya kalau sudah scperti itu jaringan jalan raya 
harus ditata ulang, rnenycsuaikan dcngan pcrmintaan yang ada sckarang, 
scharusnya Cuma itu bclum dilakukan. tapi kita juga bcrpikir tidak 
sampai 2 tahun lagi. 
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Pemkot juga bersusaha menawarkan perbaikan fasilitas kepada operator atau 

pen usaha dengan tidak boleh menaikkan tarif, tapi pengusaha tidak mau menerima 

usul n pemerintah ini. Selama ini pemerintah kota Surabaya sedang berusaha 

men rapkan sistem transportasi yang aman,nyaman dan dapat dijangkau oleh kelompok 

mas arakat yang kurang mampu salah atunya dcngan eara menerapkan transportasi 

I seperti trem, kereta atau yang sedang digodok yakni busway. Namun dalam 

rtasi massal itu memperoleh beberapa kendala seperti fasilitas kendaraan yang 

banyak angkutan umum yang sudah tidak layak pakai, bobrok 

bah lagi transportasi publik yang ada sering tidak efektif kita harus berganti-ganti 

raan umum bila ingin menuju satu tujuan akibatnya efisiensi wak"tu kurang hal 

yang mendorong masyarakat memakai kendaraan pribadi. 

Memperhatikan fenomena transportasi saat ini adalah pertumbuhan kendaraan 

yang terus meningkat, dan pemakaian BBM untuk transportasi. Hal ini menimbulkan 

pe salahan dalam transportasi berupa kemaeetan lalu lintas dan pemborosan BBM. 

Kern eetan ini muncul akibat dari meningkatnya permintaan perjalanan, rendahnya 

disip in berlalu lintas, dominannya penggunaan angkutan pribadi, ketidakkonsistenan 

peng mbangan tata guna lahan, pemanfaatan jalan dan fasilitas LLAJ di luar kepentigan 

lalu 'ntas, dan kerugian akibat kemaeetan lalu Iihtas sebagai eontoh untuk. DKIJakarta 

lebih kurang 14,8 milyar/hari (data unluk kota Surabaya belum ada). Lebih lanjut, 

mcngejar kckurangan dana pembangunan sektor publik. maka partisipasi ak1if 

swasta dalam penyediaan layanan transportasi harus didorong. Dalam hal ini, 

pnnslp "pengguna-membayar" (user-pay-principle) maka ongkos 

rtasi harus ditarik dari pengguna yang mendapalkan mantaat dan layanan tersebut. 

meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam usaha transportasi. maka peraturan 

angan yang terkait harus disesuaikan guna meneiptakan lingkungan yang lebih 

kond sir dan mcngurangi ketidakpastian untuk investasi. 
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Keterlibatan Masyarakat 

Meningkatnya permintaan perjalanan akibat dari semakin tingginya ak-rivitas 

asyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya di luar rumah. semakin 

auhnya jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, dan meningkatnya 

·epemilikan kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor). Kondisi transportasi 

ang ada di kota Surabaya menjadi semakin runyam ketika harus berpapasan dengan 

ektor-sektor lain yang berkembang secara tidak terkendali. Berkembangnya real 

state misalnya bukan hanya telah mengubah lahan-lahan subur menjadi perumahan. 

tapi juga telah menambah beban transportasi. Beban itu menjadi semakin berat 

etika dalam sepuluh tahun terakhir ini pemerintah memberi izin berkembangnya 

rtokoan. pusat-pusat hiburan. piasa dan mal di seluruh sudut kota Surabaya. Dalam 

onteks tersebut. transpo~i berubah menjadi arena internal kapitalisme. 

Kerjasama masyarakat. khususnya dalam menanggung beban kenaikan pajak 

ngat diperlukan untuk pelaksanaan rencana induk. Masyarakat harus mendapat 

njelasan menyeluruh mengenai rencana tersebut. Hal ini dapat dicapai melalui 

erbagai kesempatan seperti rapat dengar pendapat umum dan rapat stakeholder 

imana pendapat masyarakat dapat didengar dan ditampung dalam rencana tersebut. 

ambahan lagi. efek pelaksanaan proyek perlu pula dipantau denganbaik. Dahimhal ..... . 

i i. keterbukaan dan akuntabilitas 'pemerintab merupakan hal yang utama. 

eterbukaan sangat penling artinya guna memperoleh penerimaan dan kerjasama 

asyarakat. 

Selama ini pemerintah hanya sebagai regulartor saja seperti yang diucapkan 

abid fisik dan prasarana Bappeko. "Peran Jlemko/ sehaga; regula/or kehijakall. ada 

s ~i swas/a dan pemerintah. selal1la ill; penyediaan Iranspor/asi yang nyaman. 

",ll1gkil1 mw;ih heilim dapal lerpellllhi. karella pemerilllah hallya regula/or. 

k hi/akannYlI .~lIja . .. 

Pemerintah hanya bertindak sebagai penyedia prasarana seperti jalan. trotoar 

s dangkan swasta sebagai penyediaan sarana seperti kendaraan, sedangkan pihak 

I asyarakat bertindak scbagai konsumcn atau pemakai semua fasllitas sarana dan 

p asarana. Dan tiga pelaku ini selama ini peran pemerintah semakin bergeser lebih 
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cenderung mengarah kepada pihak swasta saja terutama dalam hal transportasi. Pihak 

swasta bertindak sebagai operator dalam proses transportasi publik. Pemerintah 

berencana akan membuat suatu kebijakan berupa kebijakan yang sifatnya hOI/om up 

yang artinya pemerintah melibatkan masyaJ"dkat aspirasi masyarakat ditampung dan 

oleh pemerintah ditampung. dipenuhi sebatas anggaran yang ada di pemerintah. 

Kinginan masyarakat ditampung. dari bawah di buat RPJM 5 tahun sekali yang isinya 

ngembangan transportasi yang berasal dari masyarakat. tuntutan masyarakat selama 

'ni yang nyaman, murah dan berpihak kepada masyarakat yang sebenamya di 

erapkan mulai tahun 2000. yang sebelumnya berupa /opdown. 

Menurut penuturan Kabag Angkutan Dishub kota Surabaya: 

"Semua kita pertimbangkan. mangkanya kita dalam melakukan 
kebijakan transportasi di Surabaya ada Badan Tranportasi daerah di 
dalamnya ada 23 lembaga atau organisasi itu fungsinya ada di bidang 
politik. Bakesbanglinmas. apalagi keamanan ada polisi yang meneliti 
konsumen kita melibatkan YL TK. Transportasi itu dekat konsumen 
kita sangat mengutamakan kepentingan komnsumen. bukan 
kepentingan pengusaha dan pemerintah. Sebenamya kalau 
permintaannya tOO ya kita sediakan 100 setiap hari. Ada pertimbangan 
tcknis seperti jalannya memenuhi syarat atau tidak. ada penolakan dari 
masyarakat situ atau tidak misalnya kila mau membuat trayek baru 
mikrolet. Temyata disitu ada becaknya... itu seperti itu kita 
pertimbangkan juga. Contohnya kOla mau mengembangkan trayek di 
Simo Gunung. temyata disitu' dilayani oleh becak akhimya kita tidak 
berani nanti becaknya tidak laku. 

Hubungan kerjasama yang sinergus antara Pemkot. swasta dan masyarakat 

be~i Ian dengan baik. Sebagaimana diutarakan Kabag Angkutan Dishub Surabaya:"Kita 

ada brum ya. setiap bulan kita rapat namanya ada badan pertimbangan, ada semaeam 

dwa transportasi kota yang namanya BPTD anggolanya banyak kita. kalau dewan 

trans ortasi kOla anggotanya organda. lalu lintas, pakar lransportasi, kalu disini 23, jadi 

m punya dewan kita sudah punya badan pertimbangan transportasi daerah." 

Mengembangkan kebijakan transportasi publik yang berpijak pada kepentingan 

rakat pada masa sekarang banyak mcnemukan kcndala yang bcrsifat teknis dan 

mi-politis. Telapi kincrja yang sinergis antara pemcrintah. swasta dan masyarakal 

scear optimal sesuai perananya dalam sistem demokrasi menjadi solusi yang bisa 
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m mberikan jaminan pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi 

pu lik. Jika beberapa waktu lalu ada trayek bemo, sekarang menjadi mikrolet. Perbaikan 

da pembenahan infrastrukturnya akan terus ditingkatkan, yang semula adalah jalan 

adam kemudian berkembang pada penggunaan beton aspal dan heton semen. 

Pe kembangannya sekarang untuk efisiensi mengarahnya ke angkutan massal. Karena 

da . segi biaya operasi kendaraan angkutan massal lebih rendah dari pada kendaraan 

pri adi. 

Realitas kondisi transportasi publik tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan 

fak or lain. Sebagaimana diungkapkan Ramelan: 19 

I') 

"Jika kita mengikuti berita di koran sering ada unjuk rasa, terjadi 
perubahan prilaku orang dalam bertrasportasi sebenarnya ada kualitas 
pelayanan. pastilah yang dieari pertama kali selamat. nyaman. amant 
murah, eepat tepat waktu itu variable dari kualitas pelayanan. Karena 
angkutan umum dianggap lambat maka orang lebih memilih alternative 
mada lain seperti sepdah motor, perkembangan teknologi ada internet, hp. 
itu mengurangi jasa transpotasi.. pengurangi pergerakan orang. Pengaruh 
otonomi daerah saya jakin ada korelasinya terhadap transportasi. Dulu 
sebelum ada otonomi daerah setiap dinas seluruh kabupaten se Jawa timur 
itu kalau setiap senin dari setiap pegawai di jawa timur pasti ada yang ke 
Surabaya mengurus kenaikan gaji berkala, itu mengurangi. Dulu tahun 
1996-1997 misalnya ada ijin trayek 100 itu yang berorasi dijalan 105-110 
jadangannya ikut jalan sebenarnya eadangannya tidk boleh ikut jalan 
saplay en demaindnya tidak seimbang waktu itu pennintaannya banyak 
penawarnya sedikit akhirnya kendaraan eadangannya di oprasikan. 
Menginjak tahun 1998 ada perubahan penurunan pennintaan terakhir ada 
kenaikan BBM turun drastis. Sekarang di tenninal ada ijin 100 yang jalan 
cuma 50 ... " 

Dalam pandangan pengusaha angkutan:20 

.. .'"bagaimana angkutan sekarang ini kondisinya. Pemerintah hanya 
menyediakan awalnya saja kalau ada apa-apa dengan kendaraan ya yang 
bertanggung jawab ya yang punya kayak saya. Tapi ya repot. kalu 
pemerintah memberi subsidi yang banyak tapi tarif angkutan dinaikkan 
lah kalu sudah dinaikkan tidak ada yang mau naik akibatnya pemilik -
pemilik angkutan umum ya rugi. Penguasah aangkutan sellau dilibatkan 
dalam urusan perbaikan layanan publik. Setiap berapa bulan sekali itu 

W wancara 7 September 2006. 
~ .. W wancara dcngan pcngusaha angkutan (Hemo Line JTK). Agustus 2006. 
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ada rapat atau musyawarah tentang transportasi atau kita memberi 
masukan-masukan apa gitu contohnya taTif kita maunya berapa terus kita 
rembukan dengan pemerintah kemudian diputuskan berapa ... " 

Pen elasan daTi ketua Komisi B DPRD Surabaya:11 

.. :'Pemerintah merespon kebutuhan masyarakat. Penghubung 
untuk di kota itu kan transportasi, jalannya perekonomian itu kan 
harus didukung oleh transportasi yang baik, dikala itu kan masih 
memang susah ya, masih becak yang dipakai, baru adanya mobil, 
becak dikurangi, dan mobil Iyn dipakai untuk transportasi di 
surabaya, Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melayani 
masyarakat pegawai, sekolah. Kemudian ada pengembangan 
animo masyarakat terhadap sepeda motor, sehingga sekarang ini 
kan menurun penghasilan bus kota, penggantinya trem itu ya bus 
kota, yaitu ke jurusan protokol-protokol. lni udah disusun tata 
ruang, rencana jangka panjang itu ya ... tennasuk transportasi yang 
diutamakan. makanya syarat utama nya kita siapkan dulu, pertama 
jalan, banyak kendaraan jalannya belum ada ya semrawut gitu, 
memang faktomya di surabaya adalah penduduknya terlalu banyak 
sehingga nanti di buat model ring road atau middle ringroad 
kemudian iner-ringroad, semacam crosing-crosing jalan baru kita 
membuat sistem transportasi massal perlu dihidupkan lagi seperti 
kereta ... " 

Dari penjelasan di atas terlihat adanya political will pemerintah dan DPRD untuk 

bersi ergi membenahi sistem tmlisportasi publik, tetapi persoalan masih terbentur pada 

kern mpuan dana untuk menambah infrastruktur masih sangat terbatas. kemampuan 

pem ritah barus sebatas pemeliharaan infrastruktur saja. Ditambahkan informasi 

bah\ :"ya jalan harus imbang dengan datangnya kendaraan, kita kan selama ini tidak 

pem h tam bah jalan, panjang jalan tidak pemah, yang tambah hanya perawatan saja. 

Mas knya kendaraan tidak imbang dengan panjang jalan.·· Sistem transportasi masal 

mem ng belum terwujud, artinya sampai saat ini belum bisa dijangkau oleh masyarakat, 

kepe tingan masyarakat belum terpenuhi, yang tidak hanya terkait dengan soal tarifnya, 

tctapi sistcm transportasi bcrkelanjutan yang bcnar-bl'nar bisa mcnjangkau kcbutuhan 

nyata masyarakat. 

~ I W vancara Agustus 2006. 
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engan demikian terlihat bahwa tiga pelaku dalam sistem transportasi publik 

yaitu C siumer atau masyarakat. operator atau pengusaha dan pemerintah bekerjasama 

memec hkan masalah yang ada pada sistem transportasi publik kota. Pemerintah 

posisin a sebagai regulator berperan mengatur kepentingan masyarakat dan pengusaha. 

Tetapi da perbedaan dimana berbeda pengusaha prinsipnya untuk cari untung dengan 

beaya urah dan atau mendapat untung sebanyak -banyakya. sedangkan prinsip 

masya at adalah bagaimana dengan uang yang serendah mungkin mendapat fasilitas 

yang n aman. Karena itu fungsi pemerintah adalah menjaga itu kepentingan itu berada 

dalam eseimbangan sebagai regulator. Pengusaha kalau prasarana 100 persen dari kita 

seperti alan itu dari kita, sedangkan pengusaha mengeluarkan sarana sepeti kendaraan 

ang kita keluarkan dari kita untuk melindungi pengusaha dan masyarakat. 
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1. esimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I) Peranan pemerintah kota Surabaya dalam transportasi public sebagai regulator 

dan penyeimbang kepentingan masyarakat dan capital 

(swasta/operator/pengusaha angkutan). Sebagai regulator, pemerintah tidak 

dapat dengan mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan kekuatan 

capital, karena kedua belah pihak mem iii ki orientasi kepentingan yang 

berbeda satu sarna lain. Orientasi kepentingan masyarakat pada pelayanan 

yang baik sesuai dengan prinsip yang ada dalam konsepsi system transportasi 

berkelanjutan. Sementara itu kekuatan capitallebih mementingkan pencapaian 

keuntungan yang optimal. Kekuatan capital memiliki juga berkepentingan 

untuk memberikan pelayanan transportasi yang baik bagi masyarakat. Tetapi 

ada kekuatan ekonomi politik yang mempengaruhi pencapaian target 

pelayanan ini karena besamya peranan pemerintah dalam menentukan 

kebijakan public di bidang transportasi dan adanya ·otonomi bagi masyarakat 

untuk menentukan sendiri jenis moda angkutan yang dapat digunakan untuk 

melakukan perjalan dari rumah menuju tempat tujuan. 

2) Karena itu pemerintah harus berani mencanangkan kebijakan yang membatasi 

jumlah penggunaan kendaraan bermotor pribadi masuk ke jalan-jalan 

protokol. Pembatasan ini sangat diperlukan karena betapapun indahnya 

kebijakan transportasi akan sulit diimplementasikan ketika jumlah kendaraan 

bermotor pribadi berkembang tidak terkendali. Kebijakan road pricing. dapat 

menjadi altematif menjawab persoalan ini. Selain itu, perlu ada kebijakan 

perbaikan angkutan umum. Perbaikan itu hendaknya mencakup: 

kualitaslkondisi kendaraan, pengelolaan, sumber daya manusia, dan masalah 

keuangan. Dalam hal pcngelolaan angkutan kota misalnya, pcmah ada usulan 

agar bcsaran pcndapatan crew bukan berdasarkan setoran kepada juragan. 
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